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ABSTRAK 
 
WARDHA JUNIANTY (E211 11 110), Strategi Penerapan Nilai-Nilai Motivasi 
Pelayanan Publik di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar, xiv + 80 halaman + 2 tabel + 5 gambar + 20 pustaka (1990-2014). 
Dibimbing oleh Prof. Dr. Sangkala, M.A dan Dr. Hamsinah, M.Si. 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi penerapan nilai-nilai motivasi 
pelayanan publik di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deksriptif 
yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang 
diteliti. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari 
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 
dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. 
Motivasi pelayanan publik adalah salah satu bentuk atau bagian yang khas dari 
motivasi yang dapat didefinisikan sebagai motivasi yang mencakup kepercayaan, 
nilai dan sikap yang melampaui kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi, 
mendorong seorang pekerja (pegawai) untuk berbuat baik kepada orang lain dan 
menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan organisasi dan 
masyarakat. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah strategi 
dan taktik penerapan motivasi pelayanan publik dibagi atas (lima) 5 dimensi 
yakni Individu, Pekerjaan, Lingkungan Kerja, Organisasi dan Masyarakat. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa strategi penerapan nilai-nilai motivasi pelayanan 
publik di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar yang 
dimaksud disini ialah inisiatif tingkat individu mengintegrasikan motivasi 
pelayanan publik dalam proses sumber daya manusia, menciptakan dan 
menyampaikan makna dan tujuan dalam pekerjaan, menciptakan lingkungan 
kerja yang mendukung, mengintegrasikan pelayanan publik ke dalam misi dan 
strategi organisasi serta menciptakan legitimasi sosial untuk pelayanan publik. 
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Motivasi Pelayanan Publik, Nilai-Nilai 
Motivasi Pelayanan Publik. 
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ABSTRACT 
WARDHA JUNIANTY (E211 11 110), Strategy Application of the Values of 
Public Service Motivation in the Integrated Licensing Agency and 
Investment Makassar City, xiv + 80 pages + 2 tables + 5 images + 20 library 
(1990-2014). Supervised by Prof. Dr. Sangkala, M.A and Dr. Hamsinah, M.Si. 
The purpose of this study to analyze the strategy application of the values of 
public service motivation in the Integrated Licensing Agency Investment 
Makassar City. The research method used in this research a qualitative approach 
in which the descriptive study conducted to determine or describe the rality of the 
events observed. Data analysis process is conducted continuously starts by 
reviewing all available data from various sources, from interviews, observation 
that have been written in field notes, documents and so on until the conclusion 
withdrawal. 
Public service motivation is one of the typical form or part of the motivation can 
be defined as motivation which includes beliefs, values and attitudes that go 
beyond personal interests and the interests of the organization, encourages a 
worker (employee) to do good to others and devotion to donate darma welfare 
and community organizations. In this study, which is the focus of the research is 
the implementation of the strategy and tactics of public service motivation is 
divided up (five) 5 dimension of the Individual, Employment, Work Environment, 
Organizations and Society. The results show that the strategy of implementation 
of the values of public service motivation in the Integrated Licensing Agency and 
Investment Makassar City in question here is the initiative to integrate the 
individual level of public service motivation in the process of human resources, 
create and convey meaning and purpose in work, creating a work environment 
that support, integrate public services into the organization's mission and strategy 
as well as creating social legitimacy for public service. 
Keywords: Public Service, Public Service Motivation, Values of Public 
Service Motivation. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1. Latar Belakang 
Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-
undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang 
merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik 
yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat 
demokrasidan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, 
kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, 
bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada 
pemerintahan dan administrasi publik. 
Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang 
merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang 
dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus 
dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan 
penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk 
mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta 
terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara 
jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan 
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pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi 
yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan 
penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik. (http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pelayanan_Publik) 
Perkembangan dan kemajuan otonomi daerah akan terus digalakkan 
hingga terwujudnya otonomi daerah yang diharapkan yakni otonomi daerah yang 
mandiri, sehingga ketergantungan pada pusat dapat berkurang serta otonomi 
daerah tersebut bisa menjadi wadah bagi masyarakat dengan memberikan 
tanggapan dan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kapasitas dan hendak 
dari aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan 
mendorong pemikiran baru bagaimana menata kewenangan yang efektif dan 
efisien. Artinya pemerintah dapat diselenggarakan secara demokratis. 
Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi 
pekayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat 
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.Sejalan dengan hal 
tersebut, maka dilaksanakan pula prinsip otonomi daerah yang nyata dan 
bertanggung jawab.Prinsip yang nyata adalah prinsip yang menegaskan bahwa 
urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung 
jawab. (Waluyo, 2007:206). 
Penyelenggaraan pemerintahan saat ini bukan lagi semata-mata menjadi 
tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh aktor dalam sebuah 
negara.Meskipun demikian, peran pemerintah tentunya masih sangat dibutuhkan 
terkait dengan penyediaan pelayanan publik.Pada dasarnya, pelayanan publik 
mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa dan administratif.Wujud 
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pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan, baik yang bersifat 
non perizinan maupun perizinan.Perizinan merupakan salah satu aspek penting 
dalam pelayanan publik, demikian juga perizinan yang terkait dengan kegiatan 
usaha.Penerapan otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi 
daerah untuk mengatur dan mengurus pelayanan publiknya, termasuk dalam hal 
perizinan. (http://www.transparansi.or.id/Otonomi_Daerah.pdf)  
Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah 
kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik 
dengan baik.Dalam arti bahwa masyarakat memperoleh pelayanan secara 
mudah, murah, cepat dan ramah pada akhirnya mencapai ukuran kepuasan 
publik yang dikehendaki. 
Pelayanan merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bukti 
pengabdian kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia 
saat ini mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas 
pelayanannya, apalagi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan yang 
dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur 
yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya 
pelayanan yang dibutuhkan. 
Dalam hal penyediaan pelayanan perizinan, petugas birokrasi seringkali 
memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, jika 
mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat 
menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan.Maka pemerintah perlu 
mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 
(http:///www.repository.usu.ac.id).  
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Atas dasar itulah, Pemerintah Indonesia menginstuksikan kepada seluruh 
kepala daerah agar dapat segera menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu 
satu pintu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang jenis 
kelembagaannya diserahkan kepada daerah untuk memilih jenis lembaga yang 
sesuai, apakah berbentuk dinas, kantor atau badan yang disesuaikan dengan 
kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mengelolahnya.  
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai 
dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam 
satu tempat. Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kepala PTSP diberi 
pelimpahan kewenangan untuk menandatangani izin yang masuk, hal ini berarti 
penyederhanaan pelayanan. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya 
peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non 
perizinan.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar 
usaha.Pemberlakuan PTSP ini diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya 
yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan.Hasilnya perizinan lebih efektif, 
mudah dan murah.(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu). 
Dalam melayani masyarakat, diperlukan motivasi yang tinggi dari aparatur 
penyelenggara pelayanan publik. Aparatur birokrasi harus menghadapi segala 
karakter masyarakat yang berbeda-beda. Hal ini tentunya membutuhkan motivasi 
yang kuat agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi 
masyarakat. Konsep motivasi secara umum merujuk kepada kekuatan yang 
5 
  
memberi dorongan, mengarahkan, dan mengekalkan tingkah laku seseorang 
individu.Pada sektor publik, dibutuhkan motivasi yang mementingkan 
kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri seperti yang 
disampaikan oleh James. L.Perry. Konsep tersebut ialah Motivasi pelayanan 
publik atau PSM yaitu salah satu bentuk atau bagian yang khas dari motivasi 
yang dapat didefinisikan sebagai motivasi yang mencakup kepercayaan, nilai, 
dan sikap yang melampaui kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi, 
mendorong seorang pekerja (pegawai) untuk berbuat baik kepada orang lain dan 
menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan organisasi dan 
masyarakat (Perry, James L., and Porter, Lyman W. 1982). Artinya, konsep PSM 
menunjukkan bahwa seorang pegawai publik akan terlibat dalam tingkah laku 
yang konsisten terhadap motif yang berorientasikan komunitas dan sikap 
altruistic. PSM adalah pegawai pemerintah yang memiliki keinginan untuk 
melayani masyarakat.PSM ini penting karena menjelaskan mengapa beberapa 
orang lebih memilih karir di sektor pemerintah dan non-profit meskipun di sektor 
swasta potensi karirnya secara financial lebih menguntungkan.  
Secara etimologis konsep motivasi pelayanan publik merujuk kepada 
konsep public service motivation (PSM) seperti yang dikembangkan oleh para 
peneliti administrasi publik di Amerika Serikat.Konsep ini mengandung makna 
sebagai motivasi yang mendorong seseorang pekerja atau pegawai untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik (rakyat). 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) merupakan 
salah satu perangkat pemerintah daerah di Kota Makassar yang menerapkan 
sistem pelayanan satu pintu.BPTPM sebagai instansi yang khusus bertugas 
memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan 
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kepada masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru 
atau inovasi manajemen pemerintah daerah, yang diharapkan mampu 
memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan 
harapan masyarakat. 
Pembentukan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) 
sebagai wujud nyata komitmen Kota Makassar dalam memberikan pelayanan 
secara terpadu sehingga memudahkan masyarakat dan dunia usaha dalam 
memperoleh perizinan, salah satu bentuk pelayanan umum kepada masyarakat 
itu adalah pelayanan prima di bidang perizinan, yang dimaksud pelayanan 
perizinan yang prima adalah pelayanan terpadu satu pintu yang dapat 
mencerminkan suatu bentuk pelayanan yang memenuhi prinsip pelayanan yang 
jelas, sederhana, pasti, aman, efektif, efisien, transparansi, akuntabel, partisipatif, 
ekonomis, adil dan merata. 
Namun kenyataannya, berdasarkan informasi yang di dapat melalui 
media internet yang diungkapkan Kepala Tata Usaha KPAP (Kantor Pelayanan 
Administrasi Perizinan) Kota Makassar, Muhammad Saad, pelayanan di bidang 
perizinan terkhusus di Kota Makassar memang harus diberi perhatian khusus. 
Apalagi dengan semakin kritisnya masyarakat penerima layanan dalam menuntut 
kualitas pelayanan yang lebih baik (www.kabarmakassar.com). Hal ini didukung 
dengan data yang diperoleh melalui http://www.kinerja-sulsel.org 27 July 2014, 
15.12 WITA bahwa Memang sejak efektifnya badan baru pelayanan perizinan ini 
beberapa bulan lalu, kami mendapat sejumlah keluhan. Ada yang mengeluhkan 
lambatnya waktu pengurusan dan mahalnya biaya pengurusan yang harus 
mereka bayarkan. Hal ini juga diperkuat dengan berita melalui 
http://www.antarasulsel.com Kamis, 5 Juni 2014, 17.28 WITA bahwa beberapa 
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warga menjadi kesal karena suratiizin yang harusnya terbit justru masih harus 
menunggu dan telah melampaui batas waktu yang ditentukan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul: “Strategi Penerapan Nilai-Nilai Motivasi 
Pelayanan Publik di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar”. 
I.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar 
belakang maka rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian 
sebagai berikut: 
Bagaimana strategi penerapan nilai-nilai motivasi pelayanan publik di 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar? 
I.3. Tujuan Penelitian 
Untuk menganalisis strategi penerapan nilai-nilai motivasi pelayanan 
publik di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar. 
I.4. Manfaat Penelitian 
I.4.1. Manfaat Praktis 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini agar dapat memberikan suatu 
masukan berbagai pihak khususnya pelaksana pelayanan publik dalam 
hal ini Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
agar dapat meningkatkan motivasi dalam memberikan pelayanan publik 
yang lebih baik lagi. 
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I.4.2. Manfaat Teoritis 
1. Sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam 
masalah motivasi pelayanan publik. 
2. Dengan melakukan penelitian, diharapkan dapat memberikan 
pengalaman bagi peneliti untuk dapat berfikir secara analisis dan 
dinamis di masa yang akandatang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
II.1. Konsep Pelayanan 
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk 
memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, 
jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945) mengamanatkan 
kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi 
kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat 
ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. 
Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara 
seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, 
Kota).Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas 
menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia 
adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 
II.1.1. Pengertian Pelayanan 
Dalam memahami arti pelayanan, tidak terlepas dari masalah 
kepentingan umum yang menjadi asal-usul timbulnya pelayanan.Kepentingan 
umum adalah berkaitan dengan kepentingan pelayanan kepada umum. 
Meskipun pada perkembangan selanjutnva pelayanan jasa juga timbul karena 
adanya kewajiban sebagai suatu bentuk dari proses penyelenggaraan suatu 
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organisasi. Dimana setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun 
organisasi swasta tujuan pelayanan telah ditetapkan bersamaan dengan 
pembentukan organisasi. 
Untuk menjelaskan pengertian pelayanan yang lebih luas, penulis 
mengutip pendapat dari Sarlito Wirawaiz (1982: 27) yang mengemukakan 
bahwa: “Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia 
merupakan serangkaian proses. Sebagai proses pelayanan, berIangsung secara 
rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehiupan orang dalam 
masyarakat.”  
Berdasarkan pengertian tersebut, pelayanan dilaksanakan sekelompok 
orang guna memenuhi kepentingan akan sesuatu dari sekelompok orang lainnya 
dalam suatu wadah atau organisasi, baik pemerintah maupun swasta.  
Lebih tegas mengenai pengertian pelayanan, H.A.Smoenir (1982:12) 
mengemukakan pandangannya sebagai berikut: 
“Pelayanan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang 
ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak. Pelayanan ini sifatnya 
tidak selalu kolektif, sebab melayani kepentingan perorangan asal kepentingan 
itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak dan kebutuhan 
bersama yang telah diatur, termasuk dalam pengertian pelayanan.” Timbulnya 
pelayanan dari orang lain kepada seseorang jika direnungkan lebih mendalam 
terlihat bahwa pelayanan timbul karena ada faktor penyebab yang bersifat 
mendasar. Faktor yang mendasar yang dimaksud sebagaimana dikemukakan 
oleh H. A.S. Moenir adalah sebagai berikut:  
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1. Adanya rasa cinta dan kasih sayang, manusia diciptakan lengkap dengan 
perasaan saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi perasaan 
inilah yang menyebabkan orang rela berkorban demi orang lain.  
2. Adanya keyakinan untuk saling tolong menolong sesamanya, tolong menolong 
sesamanya dalam segala dimensinya juga menyertai kehidupan manusia didunia 
sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang 
lain, hal ini merupakan salah satu bentuk pelayanan.  
3. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah bentuk amal 
saleh, satu ciri khusus yang membedakan manusia dengan mahluk lainnya di 
dunia ini adalah adanya sifat untuk berbuat baik terhadap sesamanya. Hal ini 
merupakan bentuk lain dari pelayanan. 
Ketiga faktor ideal tersebut menimbulkan pelayanan kepada setiap 
manusia di sekitar atau di lingkungannya. Sedangkan faktor lain yang 
menyebabkan timbulnya pelayanan adalah faktor material yang lebih 
menekankan pada aktifitas layanan organisasi, dimana hal ini melayani 
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 
itu sesuai yang ditetapkan dalam organisasi tersebut. 
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha baik melalui 
aktifitas sendiri maupun aktifitas orang lain secara tidak langsung. Terjadinya 
aktifitas dari orang lain adalah suatu proses pelayanan yang melibatkan dua 
unsur atau kelompok orang yang saling membutuhkan. Karena itu masing-
masing unsur memiliki fungsi dan peranan pada proses pelayanan dengan 
memanfaatkan segala potensi manusia, fasilitas atau alat yang dapat digunakan 
untuk memberikan atau mendapatkan pelayanan. Untuk terjadinya proses 
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pelayanan yang lebih berkualitas sebelumnya terdapat kesepakatan dan aturan 
main yang dijadikan acuan dalam melakukan pelayanan. 
The Liang Gie (1999: 76) mengemukakan bahwa pelayanan adalah 
kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi, mengamalkan, dan mengabdikan diri. 
Sedangkan menurut H.A.S Moenir (1992: l7) memberikan batasan 
bahwa: pelayanan adalah proses penggunaan akal, pikiran, panca indra dan 
anggota badan dan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk 
mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa. 
Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan ialah 
proses pemenuhan kebutuhan yang langsung melalui aktifitas orang lain. Proses 
dalam pengertian ini adalah terbatas pada kegiatan manajemen dalam rangka 
tujuan organisasi, jadi pelayanan disini adalah pelayanan dalam rangkaian 
organisasi manajemen. 
II.1.2. Karakter Pelayanan  
Kotler (1994) dalam (DR. Paiman Napitupulu, M.Si) menyebutkan 
sejumlah karakteristik pelayanan sebagai berikut: 
1. Intangibility (tidak berwujud); tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, 
didengar, dicium sebelum ada transaksi. Pembeli tidak mengetahui dengan pasti 
atau dengan baik hasil pelayanan (service outcome) sebelum pelayanan 
dikonsumsi. 
2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan), dijual lalu diproduksi dan 
dikonsumsi secara bersamaan karena tidak dapat dipisahkan. Karena itu, 
konsumen ikut berpartisipasi menghasilkan jasa layanan.Dengan adanya 
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kehadiran konsumen, pemberi pelayanan berhati-hati terhadap interaksi yang 
terjadi antara penyedia dan pembeli.Keduanya mempengaruhi hasil layanan. 
3. Variability (berubah-ubah dan bervariasi). Jasa beragam selalu 
mengalami perubahan, tidak selalu sama kualitasnya bergantung kepada siapa 
yang menyediakannya dan kapan serta dimana disediakan. 
4. Perishability (cepat hilang, tidak tahan lama), jasa tidak dapat disimpan 
dan permintaannya, berfluktuasi. Daya tahan suatu layanan bergantung kepada 
situasi yang diciptakan oleh berbagai faktor. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ciri pokok 
pelayanan adalah tidak kasat mata dan melibatkan upaya manusia (pegawai) 
atau peralatan lain yang disediakan oleh organisasi penyelenggara pelayanan. 
II.2. Konsep Pelayanan Publik 
II.2.1. Pengertian Pelayanan Publik 
Untuk menelaah pelayanan publik secara konseptual, perlu dibahas 
pengertian kata demi kata.Menurut Kotler pelayanan adalah setiap kegiatan yang 
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 
Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan 
kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang 
lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, 
caraatau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan   melayani adalah menyuguhi 
(orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; 
mengiyakan, menerima; menggunakan. 
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Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris publik yang 
berarti umum, masyarakat, negara.Kata publik sebenarnya sudah diterima 
menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang 
banyak, ramai.Padanan kata yang tepat digunakan adalah praja yang 
sebenarnya bermakna rakyat sehingga lahir istilah pamong praja yang berarti 
pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat. Inu Kencana Syafiie 
mendefeniskan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan 
berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik 
berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa dimiliki. Oleh karena itu pelayanan 
publik diartiakan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 
terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan 
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun 
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 
Menurut Pandji Santosa (2009:35), pelayanan publik adalah pemberian 
jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak 
swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi 
kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.  
Menurut Mahmudi (2005: 205-210), Pelayanan publik adalah segala 
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayananpublik 
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Pelayanan publik menurut Kurniawan diartikan, pemberian layanan 
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
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Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 pasal 1 
ialah: 
“Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduudk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayan publik”. 
a) Beberapa pengertian dasar yang dituliskan di dalam Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah sebagai 
berikut: Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
b) Penyelengara pelayanan publik adalah instansi pemerintah Instansi 
pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi 
kementerian, kesekretariatan, lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan 
instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk badan 
usaha milik negara, badan hukum mili negara dan badan usaha milik daerah. 
c) Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi 
pemerntah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima 
pelayanan publik. 
d) Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang 
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
e) Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah 
dan badan hukum. 
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f) Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan 
apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik yang besaran 
dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Ada sepuluh dimensi karakteristik atau atribut yang harus diperhatikan 
dalam perbaikan kualitas pelayanan sebagaimana dinyatakan Vincent Gospersz 
(dalam Sianipar, 2000; 23-24), yaitu:  
1) Kepastian waktu pelayanan, ketetapan waktu yang diharapkan berkaitan 
dengan waktu proses atau penyelesaian, pengiriman, penyerahan, 
pemberian jaminan atau garansi dalam menanggapi keluhan. 
2) Akurasi Pelayanan, hal ini berkaitan dengan reabilitas pelayanan, bebas dari 
kesalahan-kesalahan. 
3) Kesopanan dan Keramahan dalam memberikan Pelayanan, personil yang 
ada di garis depan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan eksternal 
harus dapat memberikan sentuhan pribadi yang menyenangkan. Sentuhan 
pribadi yang menyenangkan tercermin melalui penampilan, bahasa tubuh 
dan bahasa tutur yang sopan ramah, ceriah, lincah dan gesik. 
4) Tanggung Jawab, bertanggung jawab dalam penerimaan pesan atau 
permintaan dan penanganan keluhan pelanggan eksternal.  
5) Kelengkapan, Kelengkapan pelayanan menyangkut lingkup (cakupan) 
pelayanan, ketersediaan sarana pendukung, dan pelayanan komplementer.  
6) Kemudahan mendapatkan pelayanan, berkaitan dengan banyaknya outlet, 
petugas yang melayani, dan fasilitas pendukung. 
7) Fariasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola-
pola baru pelayanan, foturistie pelayanan.  
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8) Pelayanan Pribadi, berkaitan dengan kemampuan dalam memberikan, 
menanggapi kebutuhan khas. 
9) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan ruang tunggu 
atau tempat pelayanan, kemudahan, ketersediaan data atau informasi, dan 
petunjuk-petunjuk. 
10) Atribut pendukung pelayanan, dapat berupa ruang yang cukup, AC, bahan 
bacaan, TV, musik dan kebersihan lingkungan. 
Sementara itu, Norman (dalam Trielestari 2004:1-2) mengatakan bahwa 
apabila kita ingin sukses memberikan kualitas pelayanan, kita harus memahami 
terlebih dahulu karakteristik tentang pelayanan adalah: 
a) Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya 
dengan barang jadi. 
b) Pelayanan itu kenyaatannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 
pengaruh yang sifatnya adalah tindak sosial. 
c) Produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, 
karena pada umumnya kejadian bersamaan dan terjadi ditempat yang sama.  
II.2.2. Karakteristik Pelayanan Publik 
Menurut Warella dalam P Siagian, (1995:5) ada tiga karakteristik utama 
pelayanan jasa yaitu: 
1. Intangibility, berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat 
performance dan hasil pengalaman dan bukannya suatu obyek. 
Kebanyakan pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, diraba atau ditest 
sebelum disampaikan untuk menjamin kualitas.Jadi berbeda dengan 
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barang yang dihasilkan oleh suatu pabrik yang dapat ditest kualitasnya 
sebelum disampaikan kepada pelanggan. 
2. Heterogenity, berarti pemakai jasa atau klien atau pelanggan memiliki 
kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang 
sama mungkin memiliki prioritas yang berbeda. Demikian pula 
performance sering bervariasi dari satu produser ke produser lainnya 
bahkan dari waktu ke waktu. 
3. Inseparability, berarti produksi dan konsumsi suatu pelayanan tidak 
terpisahkan. Konsekuensinya di dalam industri pelayanan kualitas tidak 
direkayasa ke dalam produksi di sektor pabrik dan kemudian disampaikan 
kepada pelanggan; tetapi kualitas terjadi selama penyampaian 
pelayanan, biasanya selama interaksi antara klien dan penyedia jasa. 
II.3. Konsep Strategi 
 Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategeia (stratus = militer; dan 
ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. 
Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan 
penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk 
mencapai tujuan tertentu. Menurut Stoner, Freeman dan Gilbert. Jr (2001), 
konsep strategi dapet didefinisikan berdasarkan 2 perspektif yang berbeda yaitu: 
(1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (intends to do), dan (2) 
dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does). 
Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai 
program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan implementasi 
misinya. Artinya, bahwa para manajer memainkan peranan penting yang aktif, 
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sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Sedangkan 
berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau 
respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini, 
setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah 
dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang 
bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap 
lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan. 
Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam 
menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi memberikan kesatuan arah 
bagi semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan 
yang diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan 
mengabaikan keputusan yang lain. 
II.3.1 Level Strategi 
 Menurut Tjiptono (2002, p4) di dalam suatu perusahaan terdapat 3 level 
strategi, yaitu level korporasi, level unit bisnis atau lini bisnis, dan level 
fungsional. 
1. Strategi Level Korporasi, dirumuskan oleh manajemen puncak yang 
mengatur kegiatan dan operasi organisasi yang memiliki lini atau bisnis 
lebih dari satu. 
2. Strategi Level Unit Bisnis, lebih diarahkan pada pengelolaan kegiatan dan 
operasi suatu bisnis tertentu. 
3. Strategi Level Fungsional merupakan strategi dalam kerangka fungsi-
fungsi manajemen yang dapat mendukung strategi level unit bisnis. 
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II.3.2 Tipe-Tipe Strategi 
 Menurut Rangkuti (2000, p6-7) pada prinsipnya strategi dapat 
dikelompokkan berdasarkan 3 tipe strategi yaitu: 
1. Strategi Manajemen  
Meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi 
pengembangan strategi secara makro, misalnya: strategi pengembangan 
produk, penetapan harga, akuisisi, pengembangan pasar dan 
sebagainya. 
2. Strategi Investasi 
Merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, misalnya apakah 
perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau 
berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi 
pembangunan kembali suatu divisi baru ataau strategi divestasi dan 
sebagainya. 
3. Strategi Bisnis 
Sering juga disebut sebagai strategi bisnis secara fungsional karena 
strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya 
strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi 
dan sebagainya. 
II.3.3 Jenis Strategi-Strategi Alternatif 
 Di dalam buku Konsep Manajemen Strategis, David menjelaskan bahwa 
ada beberapa jenis strategi alternative. Berikut ini adalah jenis-jenis strategi 
alternative yang dibagi ke dalam 3 kelompok besar yaitu: 
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• Strategi Integrasi 
Strategi Integrasi adalah jenis strategi yang memungkinkan sebuah perusahaan 
memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing. Jenis-jenis integrasi 
adalah sebagai berikut: 
a. Integrasi ke depan 
Integrasi ke depan adalah jenis integrasi yang berkaitan dengan usaha 
untuk memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas 
distributor atau peritel. 
b. Integrasi ke belakang 
Integrasi ke belakang adalah jenis integrasi yang mengupayakan 
kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pemasok perusahaan. 
c. Integrasi horizontal 
Integrasi horizontal adalah jenis integrasi yang mengupayakan 
kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pesaing. 
• Strategi Intensif 
Strategi intensif adalah jenis strategi yang mengharuskan adanya upaya-upaya 
intensif jika posisi kompetitif sebuah perusahaan dengan produk yang ada saat 
ini ingin membaik. 
a. Penetrasi Pasar 
Penetrasi pasar adalah jenis strategi yang mengusahakan peningkatan 
pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui 
upaya-upaya pemasaran yang lebih besar. 
b. Pengembangan Pasar 
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Pengembangan pasar adalah jenis strategi yang memperkenalkan produk 
atau jasa saat ini ke wilayah geografis baru. 
c. Pengembangan Produk 
Pengembangan produk adalah jenis strategi yang mengupayakan 
peningkatan penjualan melalui perbaikan produk atau jasa saat ini atau 
pengembangan produk atau jasa baru. 
 • Strategi Diversifikasi 
Strategi diversifikasi adalah suatu jenis strategi dimana perusahaan menambah 
produk atau jasa baru untuk membantu meningkatkan penjualan perusahaan. 
a. Diversifikasi Terkait 
Diversifikasi terkait adalah jenis strategi dimana perusahaan menambah 
produk atau jasa yang baru namun masih berkaitan dengan produk atau 
jasa perusahaan yang lama. 
b. Diversifikasi tak Terkait 
Diversifikasi tak terkait adalah jenis strategi dimana perusahaan 
menambah produk atau jasa yang baru namun tidak berkaitan sama 
sekali dengan garis bisnis perusahaan sebelumnya. 
• Strategi Defensif 
Strategi Defensif adalah jenis strategi dimana kondisi perusahaan sedang 
mengalami penurunan sehingga harus melakukan restrukturisasi melalui 
penghematan biaya dan asset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba 
yang sedang menurun. 
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a. Penciutan 
Penciutan adalah strategi dimana dilakukan pengelompokan ulang 
(regrouping) melalui pengurangan biaya dan asset untuk membalik 
penjualan dan laba yang menurun. 
b. Divestasi 
Divestasi adalah strategi dimana dilakukan penjualan suatu divisi atau 
bagian dari sebuah organisasi. 
c. Likuidasi 
Likuidasi adalah strategi dimana dilakukan penjualan seluruh asset 
perusahaan, secara terpisah-pisah, untuk kekayaan berwujudnya. 
II.4. Konsep Motivasi Pelayanan Publik 
II.4.1. Teori-Teori Motivasi 
 Berikut ini berbagai teori motivasi menurut para pakarnya yaitu: Maslow 
(teori hierarki kebutuhan), McClelland (teori motivasi prestasi), Mc Gregor (teori X 
dan Y), teori motivasi Hezberg, dan Teori ERG Aldefer. Berikut penjelasannya: 
A. Teori Motivasi Maslow 
Teori Maslow Maslow dalam Reksohadiprojo dan Handoko (1996), 
membagi kebutuhan manusia sebagai berikut: 
1. Kebutuhan Fisiologis 
Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki kebutuhan manusia yang paling 
dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makan, minum, 
perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya. 
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2. Kebutuhan Rasa Aman 
Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka muncul kebutuhan 
yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini 
meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan 
akan kelangsungan pekerjaannya dan jaminan akan hari tuanya pada saat 
mereka tidak lagi bekerja. 
3. Kebutuhan Sosial 
Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara minimal, 
maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk persahabatan, 
afiliasi dana interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi akan 
berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang kompak, 
supervisi yang baik, rekreasi bersama dan sebagainya. 
4. Kebutuhan Penghargaan 
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas 
prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang serta 
efektifitas kerja seseorang. 
5. Kebutuhan Aktualisasi diri 
Aktualisasi diri merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang paling 
tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang 
sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, 
keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. Malahan kebutuhan akan 
aktualisasi diri ada kecenderungan potensinya yang meningkat karena orang 
mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang didominasi oleh kebutuhan 
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akan aktualisasi diri senang akan tugas-tugas yang menantang kemampuan dan 
keahliannya. 
Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berkuasa memenuhi 
kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarahkan perilaku 
memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (perwujudan diri). Kebutuhan yang lebih 
rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi 
seperti perwujudan diri mulai mengembalikan perilaku seseorang. Hal yang 
penting dalam pemikiran Maslow ini bahwa kebutuhan yang telah dipenuhi 
memberi motivasi. Apabila seseorang memutuskan bahwa ia menerima uang 
yang cukup untuk pekerjaan dari organisasi tempat ia bekerja, maka uang tidak 
mempunyai daya intensitasnya lagi. Jadi bila suatu kebutuhan mencapai 
puncaknya, kebutuhan itu akan berhenti menjadi motivasi utama dari perilaku. 
Kemudian kebutuhan kedua mendominasi, tetapi walaupun kebutuhan telah 
terpuaskan, kebutuhan itu masih mempengaruhi perilaku hanya intensitasnya 
yang lebih kecil. 
B. Teori Motivasi Prestasi dari Mc. Clelland 
Konsep penting lain dari teori motivasi yang didasarkan dari kekuatan 
yang ada pada diri manusia adalah motivasi prestasi menurut Mc Clelland 
seseorang dianggap mempunyai apabila dia mempunyai keinginan berprestasi 
lebih baik daripada yang lain pada banyak situasi Mc. Clelland menguatkan pada 
tiga kebutuhan menurut Reksohadiprojo dan Handoko (1996 : 85) yaitu : 
1. Kebutuhan prestasi tercermin dari keinginan mengambil tugas yang 
dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi atas perbuatan-perbuatannya. Ia 
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menentukan tujuan yang wajar dapat memperhitungkan resiko dan ia berusaha 
melakukan sesuatu secara kreatif dan inovatif. 
2. Kebutuhan afiliasi, kebutuhan ini ditujukan dengan adanya bersahabat. 
3. Kebutuhan kekuasaan, kebutuhan ini tercermin pada seseorang yang 
ingin mempunyai pengaruh atas orang lain, dia peka terhadap struktur pengaruh 
antar pribadi dan ia mencoba menguasai orang lain dengan mengatur 
perilakunya dan membuat orang lain terkesan kepadanya, serta selalu menjaga 
reputasi dan kedudukannya. 
      C. Teori X dan Y dari Mc. Gregor 
Teori motivasi yang menggabungkan teori internal dan teori eksternal 
yang dikembangkan oleh Mc. Gregor. Ia telah merumuskan dua perbedaan dasar 
mengenai perilaku manusia. Kedua teori tersebut disebut teori X dan Y. Teori 
tradisional mengenai kehidupan organisasi banyak diarahkan dan dikendalikan 
atas dasar teori X. Adapun anggapan yang mendasari teori-teori X menurut 
Reksohadiprojo dan Handoko (1996 : 87 ) 
a. Rata-rata pekerja itu malas, tidak suka bekerja dan kalau bisa akan 
menghidarinya. 
b. Karena pada dasarnya tidak suka bekerja maka harus dipaksa dan 
dikendalikan, diperlakukan dengan hukuman dan diarahkan untuk pencapaian 
tujuan organisasi. 
c. Rata-rata pekerja lebih senang dibimbing, berusaha menghindari 
tanggung jawab, mempunyai ambisi kecil, kemamuan dirinya diatas segalanya. 
27 
  
Teori ini masih banyak digunakan oleh organisasi karena para manajer 
bahwa anggapn-anggapan itu benar dan banyak sifat-sifat yang diamati perilaku 
manusia, sesuai dengan anggapan tersebut teori ini tidak dapat menjawab 
seluruh pertanyaan yang terjadi pada orgaisasi. Oleh karena itu, Mc. Gregor 
menjawab dengan teori yang berdasarkan pada kenyataannya. 
Anggapan dasar teori Y adalah: 
1. Usaha fisik dan mental yang dilakukan oleh manusia sama halnya 
bermain atau istirahat. 
2. Rata-rata manusia bersedia belajar dalam kondisi yang layak, tidak 
hanya menerima tetapi mencari tanggung jawab. 
3. Ada kemampuan yang besar dalam kecerdikan, kualitas dan daya 
imajinasi untuk memecahkan masalah-masalah organisasi yang 
secara luas tersebar pada seluruh pegawai. 
4. Pengendalian dari luar hukuman bukan satu-satunya cara untuk 
mengarahkan tercapainya tujuan organisasi. 
       D. Teori Motivasi dari Herzberg 
Teori motivasi yang dikemukakan oleh Herzberg dan kelompoknya. Teori 
ini sering disebut dengan M – H atau teori dua faktor, bagaimana manajer dapat 
mengendalikan faktor-faktor yang dapat menghasilkan kepuasan kerja atau 
ketidakpuasan kerja. Berdasarkan penelitian telah dikemukakan dua kelompok 
faktor yang mempengaruhi seseorang dalam organisasi, yaitu ”motivasi”. Disebut 
bahwa motivasi yang sesungguhnya sebagai faktor sumber kepuasan kerja 
adalah prestasi, promosi, penghargaan dan tanggung jawab. 
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Kelompok faktor kedua adalah ”iklim baik” dibuktikan bukan sebagai 
sumber kepuasan kerja justru sebagai sumber ketidakpuasan kerja. Faktor ini 
adalah kondisi kerja, hubungan antar pribadi, teknik pengawasan dan gaji. 
Perbaikan faktor ini akan mengurangi ketidakpuasan kerja, tetapi tidak akan 
menimbulkan dorongan kerja. Faktor ”iklim baik” tidak akan menimbulkan 
motivasi, tetapi tidak adanya faktor ini akan menjadikan tidak berfungsinya faktor 
”motivasi”. 
       E. Teori Keberadaan, Keterkaitan dan Pertumbuhan (Existence, Relatedness 
and Growth ERG) Aldefer 
 Aldefer merumuskan kembali hierarki Maslow dalam tiga kelompok, yang 
dinyatakan sebagai keberadaan, keterkaitan dan pertumbuhan (existence, 
relatedness and growth – ERG), yaitu: 
1. Kebutuhan akan keberadaan adalah semua kebutuhan yang berkaitan 
dengan keberadaan manusia yang dipertahankan dan berhubungan 
dengan kebutuhan fisiologis dan rasa aman pada hierarki Maslow. 
2. Kebutuhan keterkaitan berkaitan dengan hubungan kemitraan. 
3. Kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan yang berhubungan dengan 
perkembangan potensi perorangan dan dengan kebutuhan penghargaan 
dan aktualisasi diri yang dikemukakan Maslow.  
II.4.2. Pengertian Motivasi Pelayanan Publik 
Konsep motivasi secara umum merujuk kepada kekuatan yang memberi 
dorongan, mengarahkan, dan mengekalkan tingkah laku seseorang individu. 
Sedangkan motivasi pelayanan publik atau PSM adalah salah satu bentuk atau 
bagian yang khas dari motivasi yang dapat didefinisikan sebagai motivasi yang 
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mencakup kepercayaan, nilai dan sikap yang melampaui kepentingan pribadi dan 
kepentingan organisasi, mendorong seorang pekerja (pegawai) untuk berbuat 
baik kepada orang lain dan menyumbangkan darma baktinya kepada 
kesejahteraan organisasi dan masyarakat (Perry, James L., and Porter, Lyman 
W. 1982). Artinya, konsep PSM menunjukkan bahwa seorang pegawai publik 
akan terlibat dalam tingkah laku yang konsisten terhadap motif yang 
berorientasikan komunitas dan sikap altruistic. Public Service Motivation (PSM) 
adalah pegawai pemerintah yang memiliki keinginan untuk melayani masyarakat. 
Public Service Motivation (PSM) ini penting karena menjelaskan mengapa 
beberapa orang lebih memilih karir di sektor pemerintah dan non-profit meskipun 
di sektor swasta potensi karirnya secara financial lebih menguntungkan.  
Secara etimologis konsep motivasi pelayanan publik merujuk kepada 
konsep public service motivation (PSM) seperti yang dikembangkan oleh para 
peneliti administrasi publik di Amerika Serikat. Konsep ini mengandung makna 
sebagai motivasi yang mendorong seseorang pekerja atau pegawai untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik (rakyat). 
Motivasi pelayanan publik atau PSM (public service motivation) sebagai 
kecenderungan seseorang individu untuk memberikan respons motif yang secara 
umum dan unik terdapat dalam institusi publik, yang meliputi ketertarikan kepada 
pembuatan kebijakan publik, tanggungjawab kepada kepentingan publik dan 
kewajiban sebagai warga negara, perasaan simpati atau kasihan, dan sikap 
pengorbanan diri (James L.Perry dan Wise).  
Sementara, Crewson mengemukakan bahwa PSM ialah orientasi 
pelayanan seseorang individu agar berguna bagi masyarakat, orientasi untuk 
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menolong orang lain, dan semangat untuk memperoleh prestasi yang bersifat 
intrinsik atau yang berorientasi pelayanan. 
“The Motivational Bases of Public Service”.Public Administration Review 
Motivasi pelayanan publik sangat penting dipahami dan dipertimbangkan dalam 
pelayanan karena sangat menentukan keberhasilan seseorang pekerja atau 
pegawai dalam pelaksanaan tugas, terutama pekerja sektor publik (Perry, 
James, L. and Lois Recascino Wise. 1990).Perry dan Hondeghem menjelaskan 
bahwa penelitian mengenai motivasi pelayanan publik telah mendapat banyak 
perhatian para peneliti dalam dua dekade terakhir ini, dan minat para peneliti 
terhadap hal ini terus berkembang dari waktu ke waktu.Permasalahan motivasi 
pelayanan publik (Public Service Motivation) telah sering menjadi topik penelitian 
di Amerika Serikat dalam usaha mencaridan memahami konsep ideal bagi 
pelayanan publik dan dalam usaha pengembangan ilmu administrasi dan 
manajemen publik. 
Konsep motivasi pelayanan publik menurut Vandenabeele telah 
dikembangkan sebagai pengimbang terhadap motivasi kepentingan diri (self-
interest) yang ditemukan dalam teori pilihan rasional.Sedangkan menurut Willem, 
Vos, dan Buelens konsep motivasi pelayanan publik diperkenalkan untuk 
menunjukkan motivasi yang berasaskan nilai-nilai dan sikap yang melampaui 
kepentingan diri sendiri atau kepentingan organisasi.Crewson mengemukakan 
bahwa PSM adalah orientasi pelayanan seseorang individu, minus orientasi 
ekonomis supaya berguna bagi masyarakat, orientasi untuk menolong orang lain, 
dan semangat untuk memperoleh prestasi yang bersifat intrinsik atau yang 
berorientasi pelayanan (service orientation).Setiap pegawai sektor publik 
memang seharusnya memiliki motivasi yang semata-mata hanya dimaksudkan 
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untuk memenuhi kebutuhan publik dan bukan untuk kepentingan dan kebutuhan 
pribadi semata-mata atau untuk kepentingan yang bersifat ekstrinsik.diri pribadi 
inilah yang dipahami sebagai motivasi pelayanan publik. 
Salah satu temuan yang paling penting dalam penelitian menyangkut 
PSM ini adalah hasil penelitian Perry dan Wise terhadap para pegawai sektor 
publik dan para pekerja sukarela (volunteers) di Amerika Serikat. 
Kedua sarjana ini telah berhasil memberikan dan mendudukkan definisi 
atau konsep PSM dan alat ukur yang berbeda dari konsep lain yang berkaitan 
dengan motivasi pada umumnya. Selain itu, menurut Perry dan Wise, individu 
yang mempunyai tingkat PSM yang tinggi akan tertarik kepada pekerjaan 
pelayanan publik karena berbagai sebab, seperti kepentingan diri pribadi, 
pertimbangan etika, atau peluapan emosi. Mereka berasumsi bahwa PSM 
berkaitan erat dengan kecenderungan bekerja, prestasi kerja, dan pilihan kerja 
dari seseorang pegawai publik. 
Dasar-dasar teoritis dan kerangka PSM dan etos pelayanan publik juga 
berbeda. Berbeda dengan etos pelayanan publik, dasar dari PSM membangun 
teori motivasi yang berasal dari tiga jenis motif:  afektif, normatif, dan rasional 
(Brewer, Selden, dan Facer 2000, Perry dan Wise 1990).  Dari dimensi afektif, 
hal ini diklaim bahwa individu tertarik pada pelayanan publik seperti keyakinan 
tentang pentingnya pelayanan publik.Perspektif normatif menunjukkan daya tarik 
didasarkan pada alasan etis seperti ekuitas dan keadilan, sedangkan perspektif 
rasional menunjukkan dasar yang sejalan dengan kepentingan individu untuk 
tertarik pada pembuatan kebijakan untuk mempromosikan kepentingan publik 
(Perry dan Wise 1990). 
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Hal ini berangkat dari etos pelayanan publik untuk membangun cara 
tradisional yang mendasar, yaitu etos pelayanan publik, sebagaimana dimaksud 
dalam bagian sebelumnya, berkaitan dengan karakter dari suatu organisasi dan 
mengemban aspirasi dan ideologi normatif yang dimaksudkan untuk mengikat 
dan memotivasi mereka yang menjadi milik organisasi tersebut. Untuk 
menegakkan etos pelayanan publik, namun motif keuntungan dapat 
meletakkannya di bawah tekanan. Oleh karena itu, meskipun etos pelayanan 
publik dan PSM keduanya konstruksi yang didasarkan pada premis bahwa 
beberapa individu sangat tertarik dan termotivasi oleh pelayanan publik bekerja, 
mereka adalah konstruksi yang berbeda.Selain itu, berbeda dengan etos 
pelayanan publik, telah ada upaya untuk mengukur PSM secara empiris. 
Motivasi seorang pegawai publik yang lebih mengutamakan kepentingan 
orang lain atau kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri 
Berdasarkan atas rangka kerja ini, Perry seterusnya mengembangkan skala 
pengukuran yang terkenal dan dapat mengukur tingkat PSM berdasarkan empat 
dimensi, yaitu: 1) ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik (attraction to 
public policy making), 2) tanggungjawab terhadap kepentingan publik dan 
kewajiban sebagai warga negara (commitment to public interest and civic duty), 
3) perasaan simpati atau kasihan (compassion), 4) dan  pengorbanan diri (self-
sacrifice).  
Sementara menurut Rainey (1997), selama lebih dari tiga dekade yang 
lalu beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa para pegawai di sektor publik 
menempatkan penilaian lebih rendah terhadap ganjaran keuangan dan 
menempatkan penilaian lebih tinggi terhadap sifat altruistic atau motif yang 
berkenaan dengan pelayanan publik.Motivasi pelayanan publik merupakan 
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karakteristik atau ciri khas dan sepatutnya terdapat di kalangan pegawai publik. 
Namun bukan berarti bahwa ia hanya semata-mata terdapat di kalangan pegawai 
sektor publik saja.  
Berbagai hasil penelitian tentang PSM di negara-negara maju, 
menunjukkan bahwa terbentuknya motivasi setiap individu untuk memilih 
pekerjaan sebagai pekerja publik dipengaruhi oleh berbagai faktor dan keadaan 
atau latar belakang kehidupan setiap individu yang bersangkutan latar belakang 
organisasi (organizational antecedent) 
Dalam salah satu kajian Perry dijelaskan pula bahwa motivasi pelayanan 
publik itu dipengaruhi oleh berbagai latar belakang dari seseorang individu yang 
berkenaan dengan lima perkara, yaitu: 1) Sosialisasi dalam keluarga 
(Parental/Family Socialization), 2) Sosialisasi Agama (Reli-gious Socialization), 
3) Profesionalisme (Professional Identification), 4) Ideologi Politik (Political Ideo-
logy), dan 5) Korelasi atau karakteristik Demografi (Demographic Correlates). 
Para peneliti yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal ini 
hanyalah penelitian dan penelitian Lewis dan Frank yang mencoba melihat 
pengaruh faktor ideologi politik (political ideology) terhadap tingkat PSM para 
pegawai di Amerika Serikat. 
Menurut Perry, perbedaan ideologi telah menyebabkan perbedaan tingkat 
motivasi dalam pelayanan publik. Pegawai yang berpaham atau berhaluan politik 
liberal lebih bermotivasi dibandingkan mereka yang berhaluan politik konservatif. 
Artinya, semakin liberal haluan ideologi seseorang maka akan semakin positif 
pula hubungannya terhadap motivasinya dalam pelayanan publik. Sedangkan 
Lewis dan Frank yang juga melakukan penelitian di Amerika Serikat dan 
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mengungkapkan bahwa faktor ideologi politik mempunyai hubungan dengan 
tingkat motivasi seorang pegawai dalam memberikan pelayanan publik. Ada 
indikasi bahwa orang-orang beraliran (berhaluan) politik Demokrat di Amerika 
lebih menyukai pekerjaan atau pelayanan di sektor publik dibandingkan orang-
orang yang berasal dari atau berhaluan politik Republik. 
Rainey dan dan Steinbauer mengungkapkan bahwa PSM adalah motivasi 
umum yang dimiliki oleh seorang birokrat untuk mementingkan kepentingan 
masyarakat guna melayani kebutuhan masyarakat, bangsa, negara atau demi 
kemanusian.Sementara itu, Vandenabeele, Scheepers danHondeghem 
mendefinisikan PSM sebagai suatu kepercayaan (belief), nilai-nilai (values) dan 
sikap (attitudes) yang didasarkan atas kepentingan pribadi atau kepentingan 
organisasi yang concern terhadap kepentingan entitas politik yang lebih luas dan 
yang mendorong melalui interaksi dengan public serta motivasi untuk mencapai 
target. 
Motivasi merupakan konsep yang interaktif dan saling terkait dengan 
beberapa variable. Motivasi terbentuk karena adanya kepercayaan, nilai-nilai dan 
sikap, serta kemungkinan (peluang) yang akan diterima oleh seorang pegawai. 
Motivasi inilah nantinya yang akan tercermin dalam perilaku sehari-hari para 
pegawai. Beliefs adalah seperangkat kepercayaan yang dimiliki setiap 
pegawai.Values berarti system nilai yang dianut pegawai.Sedangkan, attitudes 
adalah sikap atau watak pegawai.Motivasi yang tinggi dapat dapat dimiliki oleh 
seorang pegawai yang memiliki beliefs, values, dan attitudes yang positif serta 
ditunjang dengan kemungkinan-kemungkinan yang diharapakan bisa tercapai. 
Gambar 1. Motivasi sebagai Konsep yang interaktif 
Beliefs, values,  
attitudes 
Behaviour Motivation 
Opportunity  
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Sumber: Vandenabeele, Scheepers dan Hondeghem (2006:15) 
Dalam perspektif teori PSM, pelayanan publik diasosiasikan sebagai 
pemilik motif yang memiliki citra positif.Motif yang dimaksudkan disini adalah 
kekurangan psikologis atau kebutuhan yang memaksa individu untuk 
mengeleminasinya. PSM adalah bagian dari proses perilaku yang mewarnai 
motif pelayanan public berprilaku yang menguntungkan publik.  
Seorang PNS memiliki jiwa dan semangat untuk memberikan 
kemampuan terbaik yang dimilikinya karena dia telah ditunjuk sebagai pemegang 
tanggung jawab sebagai pelayanan masyarakat.Oleh karena itu, motivasi yang 
harus dimiliki seorang PNS adalah motivasi untuk bekerja sebaik-baiknya dalam 
memberikan pelayanan kepada publik, bukan berorientasi pada kepentingan 
individu maupun golongan. 
Motivasi PNS dalam perspektif teori PSM dibentuk oleh faktor reward 
instrinsik dan ekstrinsik. Reward instrinsik merupakan kepuasan seorang PNS 
karena telah melakukan suatu pekerjaan yang berarti misalnya, perasaan puas, 
bangga dan harga diri. Sedangkan reward ekstrinsik adalah reward yang diterima 
oleh PNS dari pemerintah, seperti kenaikan gaji, promosi, keamanan kerja, 
status dan pestise. PSM tidak hanya didorong oleh faktor kompensasi semata, 
tetapi juga faktor kepuasan (satisfaction).Kepuasan adalah sesuatu yang bisa 
dilihat.Kita tidak bisa mengidentifikasi apakah seorang PNS itu puas, bangga dan 
bahagia dengan pekerjaan yang mereka lakukan atau tidak.Butuh kajian skala 
pengukuran yang cermat untuk melihat apakah mereka puas dengan 
pekerjaannya atau tidak. 
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Dimensi-dimensi ini menyebabkan adanya perbedaan motivasi (Crewson, 
1997) dan perbedaan persepsi terhadap hubungan antara kinerja dengan 
extrinsic rewards (Rainey 1983), antara pegawai pada sektor publik dengan 
pegawai pada sektor swasta. Pegawai pada sektor swasta akan lebih termotivasi 
dengan extrinsic rewards, sedangkan pegawai pada sektor publik lebih 
termotivasi dengan intrinsic rewards. Sebagaimana misi, pelayanan publik 
merupakan salah satu bentuk intrinsic rewards yang dapat meningkatkan 
efektivitas dan kinerja instansi pemerintah (Rainey dan Steinbauer, 1999). 
Lebih lanjut lagi Perry menjelaskan PSM tidak memandang factor reward 
sebagai instrument penting dalam meningkatkan motivasi PNS karena motivasi 
dibentuk oleh faktor instrinsik dan ekstrinsik. Selama ini, pemerintah cenderung 
hanya menekankan pada faktor ekstrinsik, yaitu dengan menaikkan gaji, 
tunjangan, promosi tanpa memperhatikan faktor kepuasan PNS terhadap 
pekerjaannya. 
Sudah bisa ditebak bahwa hasilnya tidak akan efektif karena PNS 
diposisikan sebagai manusia ekonomi yang hanya mementingkan aspek materi 
semata. Padahal, PNS juga ingin dihargai eksistensinya, ingin mengerjakan 
sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sehingga mereka 
puas telah mengabdi kepada bangsa dan Negara.Artinya, PNS memiliki nilai-nilai 
altruism, yakni nilai-nilai mengerjakan sesuatu demi kepentingan orang banyak. 
Begitu pula motivasi pelayanan publik berkaitan sangat erat dengan sikap 
atau sifat altruisme, yaitu suatu sifat dan perilaku yang suka menolong orang lain 
tanpa mengharapkan imbalan dan hanya semata-mata termotivasi untuk 
mensejahterakan orang lain atau rakyat pada umumnya. Seseorang yang 
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memiliki sifat altruisme berarti dia tidak mementingkan diri sendiri dan tidak 
pernah menuntut imbalan atau bayaran dari sesuatu yang dia kerjakan untuk 
orang lain. Orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini akan bersikap dan 
berperilaku hanya semata-mata ingin menolong dan memberi keuntungan 
kepada orang lain.  
Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa seseorang yang memiliki sifat-sifat 
patriotisme atau nasionalisme dan altruisme akan memungkinkannya untuk 
mempunyai tingkat PSM yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, karena 
seseorang yang memiliki sifat-sifat seperti ini pastilah akan lebih mengutamakan 
kepentingan orang lain dan berusaha untuk menyingkirkan kepentingan diri 
sendiri. 
II.4.3. Nilai-Nilai Motivasi Pelayanan Publik 
Motivasi pelayanan publik (Public Service Motivation) didefenisikan 
sebagai kecenderungan individu untuk memberikan respons motif yang secara 
umum dan unik terdapat dalam institusi publik. Menurut Knocke dan Wright-Isak 
(1982), motif yang dimaksud dibagi atas tiga kategori analisis yang berbeda 
yaitu: rasional, normatif dan afektif. Motif rasional melibatkan tindakan yang 
didasarkan pada peningkatan kegunaan individu.Motif normatif merujuk pada 
tindakan-tindakan yang dihasilkan oleh upaya sesuai dengan norma-norma yang 
berlaku.Motif afektif merujuk pada perilaku yang didasarkan pada tanggapan 
emosional atas berbagai konteks sosial. 
Dari perspektif afektif, hal ini diklaim bahwa individu tertarik pada 
pelayanan publik seperti keyakinan tentang pentingnya pelayanan 
publik.Perspektif normatif menunjukkan daya tarik didasarkan pada alasan etis 
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seperti ekuitas dan keadilan, sedangkan perspektif rasional menunjukkan dasar 
yang sejalan dengan kepentingan individu untuk tertarik pada pembuatan 
kebijakan untuk mempromosikan kepentingan publik (Perry dan Wise 1990). 
1. Pertama menurut Perry dan Wise erat kaitannya dengan motivasi untuk 
mencapai prestasi yang memungkinkan seseorang individu memperoleh 
kepuasan batin/pribadi.  
2. Kedua erat kaitannya dengan motif atau keinginan untuk melayani 
kepentingan publik yang dapat berupa kepentingan individu dalam program atau 
pelayanan publik tertentu disebabkan adanya pendirian atau keyakinan yang 
tulus dan kasih sayang terhadap kepentingan sosial. 
3. Ketiga, yaitu compassion. Motif ini dicirikan oleh adanya keinginan 
untuk menolong orang lain. Artinya, motif ini mencakupi sifat memprioritaskan 
kepentingan orang lain (altruism), sikap ikut merasakan perasaan orang lain 
(empathy), keyakinan moral (moral conviction) dan keinginan-keinginan sosial 
lainnya. 
4. Keempat, yaitu self-sacrifice, mencakupi sikap kecintaan pada tanah 
air (patriotism), tanggung jawab kepada tugas (duty), dan kesetiaan (loyalty) 
kepada negara. Pendapat ini juga didukung oleh Brewer et.al. (2000) yang 
mengungkapkan bahwa sebagian individu memiliki norma dan emosi yang kuat 
untuk mengabdi pada sektor publik Motivasi atau etika pelayanan publik ini 
dipandang dapat menarik individu-individu tertentu untuk mengabdi di sektor 
publik dan membantu mewujudkan perilaku kerja (work behavior) yang konsisten 
dengan kepentingan publik. 
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II.4.4. Perilaku dalam Motivasi Pelayanan Publik 
Konsep PSM adalah konsep yang interaktif dan dibentuk oleh tiga 
domain, yaitu institusi, PNS, dan perilaku.Institusi yang dimaksud disini adalah 
budaya, sistem dan mekanisme kerja yang terdapat pada suatu organisasi 
publik.Pribadi PNS sendiri menunjukkan watak dan karakter masing-masing 
individu PNS.Watak dan karakter ini menjadi identitas masing-masing PNS dapat 
dilihat dari aktivitasnya.Sedangkan, perilaku adalah citra (image) yang keluar 
sebagai output dari budaya organisasi dan karakter individu PNS.Perilaku 
merupakan wujud dari perpaduan antara budaya, sistem dan mekanisme kerja 
yang ditransmisikan kepada masing-masing PNS dan berkolaborasi dengan ciri 
atau watak PNS itu sendiri.Perilaku PNS yang baik terbentuk karena secara 
institusi, organisasinya juga memiliki budaya, aturan (regulasi) dan sistem yang 
jelas dan ditunjang oleh SDM yang memiliki karakter yang baik. Dari konsep ini, 
kita dapat mengetahui bahwa motivasi seorang PNS dibentuk karena proses 
interaksi institusi dan pribadi PNS. 
Perilaku PNS merupakan output yang dapat menjadi indikator penilaian 
tingkat PSM seorang PNS, hal ini didasari pemikiran bahwa perilaku merupakan 
wujud dari perpaduan keinstitusian/institusi dan watak PNS itusendiri. Perilaku 
juga merupakan hasil akhir yang diharapkan dapat ditingkatkan guna perbaikan 
dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Perilaku dalam motivasi pelayanan publik dipengaruhi oleh keberadaan 
peran institusi atau institusi itu sendiri.Menurut March dan Olsen (1995) institusi 
tidak hanya mengidentifikasi dan membatasi perilaku alternatif perilaku individu, 
tetapi juga menjadi model preferensi individu.Ini berarti bahwa institusi langsung 
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dan tidak langsung mempengaruhi motif perilaku indivdu. March dan Olsen 
(1989) berpendapat bahwa institusi menyampaikan standar perilaku individu. 
Standar ini membentuk bagaimana individu seharusnya bertindak. Hal ini 
ditunjukkan dalam „rutinitas, prosedur, konvensi, bentuk organisasi dan teknologi‟ 
disekitar perilaku dibangun dan merujuk kepada „keyakinan/kepercayaan, 
paradigma, kode, kebudayaan dan pengetahuan‟. 
Konstruksi motivasi pelayanan publik dimulai pada tingkat institusi dan 
bagaimana motivasi menjadi akar atau dasar dari content institusi.Penengah 
antara institusi dan perilaku individu adalah konsep diri dan identitas 
penyusunnya. 
Gambar 2. Konsep Public Service Motivation (PSM) 
 
 
  
 
  
 
 
 
Sumber: Perry dan Vandenabeele (2008:57) 
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Mekanisme transimisi institusi publik terdiri atas 3 yaitu; sosialisasi, 
identifikasi sosial, budaya preferensi dan pembelajaran sosial.Melalui sosialisasi, 
institusi dipelihara dan dibagikan kepada peserta atau anggota.Untuk keterangan 
kelembagaan yang lebih rinci, Berger dan Luckmann‟s dengan Realita Konstruksi 
Sosial. Melaui fase eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi dan dengan cara 
mekanisme kontrol individu disosialisasikan kedalam anggota institusi. Melalui 
identifikasi sosial, institusi didukung oleh anggotanya dengan menginternalisasi 
nilai, norma sikap dan struktur kelembagaan. Melalui budaya, individu belajar dari 
norma-norma yang mempengaruhi perilaku.Menurut (Oscar, 1998) Norma-norma 
didefenisikan sebagai penilaian internal - positif atau negatif untuk mengambil 
jenis tindakan tertentu. Melalui pembelajaran sosial, pembelajaran sosial adalah 
proses dimana nilai-nilai dan pola perilaku ditransmisikan. Bandura menjelaskan 
dengan mengamati orang lain, bentuk aturan perilaku, dan peristiwa di masa 
depan akan menjadi kode yang berfungsi sebagai panduan untuk mengambil 
tindakan. 
Perilaku dalam motivasi pelayanan publik selain dipengaruhi oleh 
lembaga juga dipengaruhi oleh diri atau watak pelaku itu sendiri.Konsep diridan 
identitas adalah dua hal penting yang menghubungkan antara institusidan 
perilaku.Identitas adalah unsur penting dalam diri. Adapun regulasi diri dalam 
motivasi pelayanan publik menurut Bandura (1986) adalah fungsi dari 3 sub 
fungsi yaitu self-observation, judgmental processes, dan self-reaction. 
II.4.5. Strategi Penerapan Motivasi Pelayanan Publik 
Sistem manajemen kinerja menunjukkan bahwa praktek yang 
mempromosikan nilai-nilai bersama tidak hanya menarik perhatian para individu 
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untuk bergabung dengan organisasi tetapi juga memotivasi orang untuk 
bertindak berdasarkan nilai-nilai mereka sebagai seorang anggota organisasi. 
Struktur sosial dapat menghubungkan orang-orang yang biasanya tidak 
berinteraksi, memfasilitasi berbagai informasi dan peningkatan kemampuan 
untuk terlibat dalam pemecahan masalah, menciptakan model mental dan 
normabersama. 
Penelitian menjelaskan bagaimana untuk mengelola nilai-nilai pelayanan 
publik agar dapat meningkatkan motivasi pelayanan publik yang pada akhirnya 
akan berdampak kepada peningkatan kinerja dalam organisasi. Nilai-nilai 
pelayanan publik dapat dikelola dengan memperkuat hubungan antara motif dan 
perilaku yang mengintegrasikan nilai-nilai layanan publik ke dalam sistem 
manajemen organisasi. 
Strategi pada lima kontekstual yaitu individu, pekerjaan, lingkungan kerja, 
organisasi dan masyarakat yang relevan untuk memotivasi perilaku karyawan 
(Perry dan Porter, 1982). Strategi yang digunakan ialah dengan menggunakan 
praktek pengelolaan untuk memperkuat sistem nilai yang memotivasi orang 
untuk terlibat dalam perilaku pelayanan publik. Model yang digunakan ialah 
dengan melaksanakan recruitment, appraisal, retention, dan rewards untuk 
mengelola nilai-nilai tersebut dalam semua aspek organisasi, termasuk tugas, 
desain dan misi organisasi. Diluar sistem manajemen sumber daya manusia 
yang formal, strategi yang dilakukan juga dengan memperhatikan sistem sosial 
kepemimpinan, budaya, hubungan interpersonal yang membentuk sikap dan 
perilaku mereka. 
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Gambar 3. Strategi dan Taktik Penerapan PSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Lauirie E.Paarlberg, James L, Perry, Annie Hondeghem (2008:286) 
Strategi penerapan motivasi pelayanan publik dibagi atas 5 kontekstual 
yakni Individu, Pekerjaan, Lingkungan Kerja, Organisasi dan Masyarakat. Pada 
dimensi individu, strategi yang dapat dilakukan ialah dengan mengintegrasikan 
motivasi pelayanan publik dengan proses manajemen sumber daya manusia. 
Adapun taktiknya dengan melakukan pemilihan atau recruitment dengan 
menggunakan motivasi pelayanan publik sebagai dasar dalam memilih sumber 
daya manusia, mensosialisasikan harapan bahwa individu merupakan cerminan 
motivasi pelayanan publik, memanfaatkan penilaian kinerja yang meliputi 
pengamatan perilaku yang mencerminkan motivasi pelayanan publik. 
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Pada dimensi pekerjaan, strategi yang dapat dilakukan ialah dengan 
membuat dan menyampaikan maksud dan tujuan dalam pekerjaan.Adapun taktik 
yang dapat dilakukan ialah dengan menyampaikan arti sosial dari pekerjaan, 
menetapkan tujuan yang jelas sesuai dengan motivasi pelayanan publik yang 
ada. 
Pada dimensi lingkungan kerja, strategi yang digunakan ialah dengan 
membuat lingkungan kerja yang mendukung motivasi pelayanan publik.Adapun 
taktiknya ialah dengan membuat lingkungan kerja yang bisa meningkatkan self-
regulation, mendorong interaksi kerja kooperatif, menciptakan dan memelihara 
insentif yang menyelaraskan misi organisasi dan motivasi pelayanan publik, 
mendesain sistem kompensasi yang menekankan daya tarik jangka panjang 
untuk karyawan. 
Pada dimensi organisasi, strategi yang digunakan ialah dengan 
mengintegrasikan pelayanan publik ke dalam misi dan strategi organisasi. Taktik 
yang dapat dilakukan ialah mengartikulasikan visi organisasi dan tindakan yang 
mencerminkan komitmen untuk motivasi pelayanan publik, mempromosikan 
kepemimpinan berdasarkan nilai. 
Pada dimensi masyarakat, strategi yang digunakan ialah dengan 
membangun legitimasi masyarakat untuk pelayanan publik.Adapun taktiknya 
ialah dengan bermitra dengan lembaga-lembaga masyarakat untuk memasukkan 
nilai-nilai pelayanan publik kurikulum, mengadvokasikan dan memberikan 
peluang untuk pra-pengalaman pelayanan, menggunakan media untuk 
membawa pelayanan publik agar menjadi perhatian masyarakat. 
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II.5. Kerangka Pikir  
Strategi penerapan motivasi pelayanan publik menurut James L. Perry 
and Annie Hondegham, 2008 dibagi atas lima dimensiyakni Individu, Pekerjaan, 
Lingkungan Kerja, Organisasi dan Masyarakat. Pada dimensi individu, strategi 
yang dapat dilakukan ialah dengan mengintegrasikan motivasi pelayanan publik 
dengan proses manajemen sumber daya manusia. 
Dimensi pekerjaan, strategi yang dapat dilakukan ialah dengan membuat 
dan menyampaikan maksud dan tujuan dalam pekerjaan. Dimensi lingkungan 
kerja, strategi yang digunakan ialah dengan membuat lingkungan kerja yang 
mendukung motivasi pelayanan publik. Dimensi organisasi, strategi yang 
digunakan ialah dengan mengintegrasikan pelayanan publik ke dalam misi dan 
strategi organisasi. Dimensi masyarakat, strategi yang digunakan ialah dengan 
membangun legitimasi masyarakat untuk pelayanan publik. 
Berdasarkan konsep teori diatas maka peneliti mencoba menguraikan 
dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 4. Bagan Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sumber: James L. Perry and Annie Hondeghem.Motivation in Public 
Management. 2008 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegiatan tertentu. Ini berarti untuk mendapatkan data yang 
valid dalam penelitian haruslah berlandaskan keilmuan yang rasional, empiris 
dan sistematis. Untuk memperoleh semuanya itu maka, dalam babini penulis 
akan menjabarkan metode yang akan digunakan untuk memperoleh data 
penelitian yang valid. 
III.1. Pendekatan Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana 
dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan 
penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan 
memahami strategi penerapan nilai-nilai motivasi pelayanan publik di Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. 
 Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara 
yang kemudian akan diperoleh data dari hasil wawancara tersebut. Dengan 
menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu teknik untuk memperoleh 
data maka hubungan peneliti dengan narasumber/informan bersifat independen. 
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III.2. Tipe Penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yang 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-
masalah yang diteliti.Menginterpretasikan serta menjelaskan data secara 
sistematis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai 
masalah-masalah yang diteliti yaitu tentang strategi menanamkan nilai-nilai 
motivasi pelayanan publik di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar. 
III.3. Unit Analisis 
 Unit analisis penelitian ini adalah organisasi yaitu Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar dan untuk mendeskripsikan 
strategi penerapan nilai-nilai motivasi pelayanan publik maka diperlukan 
informasi dari pihak Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar. 
III.4. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian adalah Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal, Jalan Urip Sumoharjo No.8, Komplek Gabungan Dinas Kota 
Makassar. Peneliti menganggap kantor ini layak untuk diteliti karena mengingat 
BPTPM ini merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah di Kota 
Makassaryang menerapkan sistem pelayanan satu pintu yang khusus 
memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan 
kepada masyarakat, diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang 
berkualitas sehingga menciptakan pelayanan perizinan yang prima sesuai 
dengan tuntutan dan harapan masyarakat. 
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III.5. Fokus Penelitian 
 Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 
penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian digunakan sebagai dasar 
pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk 
menyamakan pemahaman dengan cara pandang karya ilmiah ini, maka penulis 
akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap 
penulisan karya ilmiah ini. 
Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Dalam 
penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah strategi penerapan nilai-nilai 
motivasi pelayanan publik dibagi atas lima dimensi yakni Individu, Pekerjaan, 
Lingkungan Kerja, Organisasi dan Masyarakat.  
Strategi penerapan nilai-nilai motivasi pelayanan publik yang dimaksud 
disini ialah inisiatif tingkat individu mengintegrasikan motivasi pelayanan publik 
dalam proses sumber daya manusia, menciptakan dan menyampaikan makna 
dan tujuan dalam pekerjaan, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, 
mengintegrasikan pelayanan publik ke dalam misi dan strategi organisasi serta 
menciptakan legitimasi sosial untuk pelayanan publik. 
Adapun nilai-nilai motivasi pelayanan publik, yaitu: 
1) Pertama menurut Perry dan Wise erat kaitannya dengan motivasi untuk 
mencapai prestasi yang memungkinkan seseorang individu memperoleh 
kepuasan batin/pribadi. 
2) Kedua erat kaitannya dengan motif atau keinginan untuk melayani 
kepentingan publik yang dapat berupa kepentingan individu dalam program 
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atau pelayanan publik tertentu disebabkan adanya pendirian atau keyakinan 
yang tulus dan kasih sayang terhadap kepentingan sosial. 
3) Ketiga, yaitu compassion. Motif ini dicirikan oleh adanya keinginan untuk 
menolong orang lain. Artinya, motif ini mencakupi sifat mementingkan 
kepentingan orang lain (altruism), sikap ikut merasakan perasaan orang lain 
(empathy), keyakinan moral (moral conviction), dan keinginan-keinginan 
sosial lainnya. 
4) Keempat, yaitu self-sacrifice, mencakupi sikap kecintaan pada tanah air 
(patriotism), tanggung jawab kepada tugas (duty), dan kesetiaan (loyalty) 
kepada negara. Pendapat ini juga didukung oleh Brewer et.al. (2000) yang 
mengungkapkan bahwa sebagian individu memiliki norma dan emosi yang 
kuat untuk mengabdi pada sektor publik Motivasi atau etika pelayanan publik 
ini dipandang dapat menarik individu-individu tertentu untuk mengabdi di 
sektor publik dan membantu mewujudkan perilaku kerja (work behavior) yang 
konsisten dengan kepentingan publik. 
Dimensi individu, strategi yang dapat dilakukan ialah dengan 
mengintegrasikan motivasi pelayanan publik dengan proses manajemen sumber 
daya manusia, dengan melakukan pemilihan atau recruitment dengan 
menggunakan motivasi pelayanan publik sebagai dasar dalam memilih SDM, 
mensosialisasikan harapan bahwa individu merupakan cerminan motivasi 
pelayanan publik, memanfaatkan penilaian kinerja yang meliputi pengamatan 
perilaku yang mencerminkan motivasi pelayanan publik. 
Dimensi pekerjaan, strategi yang dapat dilakukan ialah dengan membuat 
dan menyampaikan maksud dan tujuan dalam pekerjaan, dengan menyampaikan 
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arti sosial dari pekerjaan, menetapkan tujuan yang jelas sesuai dengan motivasi 
pelayanan publik yang ada. 
Dimensi lingkungan kerja, strategi yang digunakan ialah dengan membuat 
lingkungan kerja yang mendukung motivasi pelayanan publik, dengan membuat 
lingkungan kerja yang bisa meningkatkan self-regulation, mendorong interaksi 
kerja kooperatif, menciptakan dan memelihara insentif yang menyelaraskan misi 
organisasi dan motivasi pelayanan publik, mendesain sistem kompensasi yang 
menekankan daya tarik jangka panjang untuk karyawan. 
Dimensi organisasi, strategi yang digunakan ialah dengan 
mengintegrasikan pelayanan publik ke dalam misi dan strategi organisasi dengan 
mengartikulasikan visi organisasi dan tindakan yang mencerminkan komitmen 
untuk motivasi pelayanan publik, mempromosikan kepemimpinan berdasarkan 
nilai. 
Dimensi masyarakat, strategi yang digunakan ialah dengan membangun 
legitimasi masyarakat untuk pelayanan publik, dengan bermitra dengan lembaga-
lembaga masyarakat untuk memasukkan nilai-nilai pelayanan publik, 
mengadvokasikan dan memberikan peluang untuk pra-pengalaman pelayanan, 
menggunakan media untuk membawa pelayanan publik agar menjadi perhatian 
masyarakat. 
III.6. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif menurut 
Lofland dan Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong 
bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata2 dan tindakan 
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selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data 
hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber data, yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 
yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi 
dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur 
dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau 
perusahaan dengan permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi 
penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan 
penelitian 
III.7. Teknik Penelitian 
 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 
berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana strategi dalam 
menanamkan nilai-nilai motivasi pelayanan publik di Kota Makassar, yakni 
pegawai di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, meliputi: 
1) Kepala Bidang 
2) Kepala Bagian Tata Usaha 
3) Kepala Seksi Perizinan 
4) Kepala Seksi Pelayanan 
5) Kepala Seksi Bina Program dan Informasi 
6) Staff Pelayanan 
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III.8. Teknik Pengumpulan Data  
 Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat 
Kota Makassar melalui wawancara langsung, data sekunder adalah data yang 
diperoleh dari Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
dan data-data pendukung lainnya yang didapatkan melalui bahan bacaan, bahan 
pustaka dan laporan-laporan penelitian yang berkaitan dengan dengan 
permasalahan dengan penelitian ini. 
 Untuk mengumpulkan data primerdan data sekunder peneliti 
menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu: 
Wawancara yakni kegiatan tanya jawab lisan secara langsung, 
wawancara dilakukan guna menggali informasi yang relevan dengan tujuan 
penelitian. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Loncoln 
dan Guba (1985:266) yang dikutip oleh Lexi J. Moleong, antara lain: 
mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan,organisasi, perasaan, 
motivasi, tuntutan, kepedulian lain-lain kebulatan;merekonstruksi kebulatan-
kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-
kebulatan sebagai yang telah diharapkanuntuk dialami pada masa yang akan 
datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh 
dari orang lain, baik manusiamaupun bukan manusia (triangulasi); dan 
memverifikasi, mengubah, danmemperluas konstruksi yang dikembangkan oleh 
peneliti sebagaipengecekan anggota. 
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III.9. Teknik Analisis Data 
 Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan 
menelaan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari 
wawancara, pengamatan yang sudah diruliskan dalam catatan lapangan, 
dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam 
melakukan analiis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang 
dijelaskan Miles dan Huberman yang dikutip oleh Lexi J. Moleong terdiri dari 
beberapa tahapan antara lain: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 
compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke 
lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan 
sumber data yang diharapkan. 
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul 
dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti, tujuan diadakan 
transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang 
dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat 
penelitian di lapangan. 
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam 
bentuk naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang bertujuan 
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih 
kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. 
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution 
drawing/verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi 
yang mungkin, alur sebab akibat dari proposisi. Penarikan kesimpulan 
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dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan 
ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat di uji 
validitasnya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
IV.1 Gambaran Umum Instansi 
Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 6 Tahun 2014, tugas dan fungsi Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar adalah antara lain merumuskan kebijakan 
teknis pelayanan terpadu di bidang perizinan, non perizinan dan penanaman 
modal, baik untuk masyarakat maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada 
potensi daerah. Dengan adanya Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterakan 
rakyat Makassar, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah melalui 
perluasan kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam kegiatan 
mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan mengarah 
pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan guna 
meningkatkan profesionalisme pegawai dan masyarakat untuk mampu bekerja 
sebagai wira usaha yang mandiri. 
IV.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi BPTPM (Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal) Kota Makassar 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7) 
dan Peraturan Walikota Nomor 20 tentang Tata Cara Pembentukan Izin di 
Kota Makassar.  
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Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab Kepala 
Walikota Makassar, maka Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota Makassar di 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :  
2.1.1. Tugas Pokok: 
Bahwa dalam rangka efisien dan efektifitas pelaksanaan 
tugas-tugas Pemerintahan pembangunan dan pembinaan 
kemasyarakatan di Kota Makassar dan untuk menjabarkan 
Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2013 tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar.  
2.1.2 Fungsi: 
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan penanaman modal. 
b. Penyusunan, perumusan dan penetapan program serta 
kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman 
modal. 
c. Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan 
pelayanan perizinan terpadu satu pintu. 
d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan 
perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal. 
e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerinthan 
daerah di bidang perizinan dan non perizinan. 
f. Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan, informasi,  
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pemrosesan/pengolahan dan pelaporan penyelenggaran 
perizinan dan non perizinan. 
g. Pelaksanaan pelayanan pengaduan dan melakukan 
penyelesaian atas pengaduan. 
h. Penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi 
kewenangan Badan Perizinan Terpadu dan Penananman 
Modal. 
i. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan non perizinan, termasuk koordinasi pengkajian 
teknis perizinan melalui tim teknis. 
j. Perumusan, pengembangan dan pengendalian 
penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan 
kewenangannya. 
k. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis 
operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan 
pengurusan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya. 
l. Pelaksanaan kesekretariatan. 
m. Pembinaan Unit Pelaksana teknis dan tenaga fungsional. 
IV.1.2 Visi dan Misi BPTPM (Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal) Kota Makassar 
Adapun Visi dan Misi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar yakni VISI : Terwujudnya Iklim Investasi Yang 
Kondusif Bagi Semua Melalui Penyelenggaraan Perizinan Dan 
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Penanaman Modal Yang Berkelas Dunia. Sedangkan MISI Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan Perizinan dan 
Penanaman Modal yang transparan akuntabel dan bebas korupsi. 
2. Modernisasi pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal melalui 
penerapan teknologi informasi. 
3. Meningkatkan kompetensi Aparatur BPTPM melalui penerapan 
sistem reward dan Punishment. 
4. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan daya saing 
inverstasi. 
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Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar Sebagai berikut: 
1. Kepala Badan  
 Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Pokok sesuai Kebijaksanaan Walikota danPeraturan perundang-
undangan yang berlaku,merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, 
membina dan mengendaliakan tugas-tugas Badan.Dalam melaksanakan 
tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pelayanan 
administrasi perizinan dan peningkatan pelayanan izin-izin kepada 
masyarakat; 
b. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan bidang 
penerbitan izin-izin yang telah mendapat rekomendasi dari instansi 
terkait; 
c. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan 
pungutan biaya perizinan dan pembukuan; 
d. Penyusunan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan 
pengkoordinasian dan penyusunan program pendataan izin dan 
pembuatan laporan izin yang telah diterbitkan; 
e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
2. Sekretaris  
Sekretarismempunyai tugas memberikan pelayanan 
administrative bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Bdan Periainan 
Terpadu dan Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  
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a. Pengelolaan ketatausahaan Badan. 
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian Badan. 
c. Pelaksanaan urusan keuangan Badan. 
d. Pelaksanaan urusan perlengkapan Badan. 
e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga Badan.  
2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas 
teknis ketatusahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta 
melaksanakan urusan rumah tangga Badan.  
2.2 Subbagian Keuangan 
Mempunyai tugas menyusun rencana kerja serta melaksanakan 
tugas teknis keuangan.  
2.3 Subbagian Perlengkapan  
Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas 
teknis perlengkapan, membuat laporan seta mengevaluasi semua 
pengadaan barang. 
3. Bidang Pelayanan Perizinan  
Bidang Pelayanan Perizinan mrempunyai tugas menyusun rencana, 
meneliti berkas pemohon dan melakukan koordinasi sesuai ketentuan 
yang telah ditetapkan.Dalam melaksanakan tugas, bidang pelayanan 
menyelenggarakan fungsi:  
a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pelayanan Perizinan. 
b. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pelayanan 
Perizinan. 
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c. Perumusan bahan/data dan informasi untuk menyusun program 
Bidang Pelayanan Perizinan. 
d. Penyusunan perencanaan Bidang Pelayanan Perizinan. 
e. Pelaksanaan monitoring program Bidang Pelayanan Perizinan. 
f. Penginventarisasian permasalahanyang timbul dan merumuskan 
langkah-langkah pemecahannya. 
g. Pengevaluasian pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai 
sasaran yang telah ditetapkan. 
h. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan bidang 
Pelayanan Perizinan. 
i. Pengkoordinasian internal dengan sekretaris, bidang-bidang serta 
koordinasi eksternal dengan satuan kerja terkait dalam penyusunan 
rencana dan program Bidang Pelayanan Perizinan. 
j. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
3.1 Subbidang Informasi dan Pengaduan  
Mempunyai tugas menyusun rencana, mengolah bahan dan data 
terkait informasi dan pengaduan terkait perizinan. Dalam 
melaksanakan tugasnya. 
3.2 Subbidang Pendaftran dan Penyerahan Perizinan  
Mempunyai tugas menyusun rencana, meneliti berkas pemohon, 
melakukan penginputan dan proses penerbitan izin serta melakukan 
koordinasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
melaksnakan tugasnya. 
4. Bidang Pengolahan Perizinan  
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Bidang Pengolahan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan 
pemrosesan penerbitan rekomendasi perizinan dan non perizinan serta 
penetapan SKRD.Bidang pengolahan perizinan menyelenggarakan 
fungsi:  
a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengolahan Perizinan. 
b. Perumusan bahan/data dan informasi untuk menyusun program 
pembangunan di bidang Pengolahan Perizinan. 
c. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pengolahan 
Perizinan. 
d. Penyusunan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Perijinan. 
e. Pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja Bidang Pelayanan 
Perijinan. 
f. Pelaksanaan pelayanan perijinan. 
g. Pelaksanaan rapat-rapat dengan Tim Teknis yang berkaitan dengan 
permohonan Ijin. 
h. Pengkoordiniran pengolahan data perijinan. 
i. Pengkoordiniran pelaksanaan peninjauan lokasi/lapangan terhadap 
permohonan ijin dan pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan. 
j. Pengkoordiniran pelaksanaan proses perijinan, dan persiapan 
konsep Surat Keputusan Perijinan. 
k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait 
bidang pelayanan perijinan. 
l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan 
kegiatan di Bidang Pelayanan Perijinan. 
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m. Menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan 
administrasi pelayanan perizinan. 
n. Melaksanakan pelayanan legalisasi perizinan. 
o. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
5. Bidang Penanaman Modal  
Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 
pengakajian, penelitian dan promosi potensi daerah, penyusunan profil 
investasi daerah dalam rangka kerjasama antar daerah dalam luar 
negeri. Bidang penanaman modal menyelenggarakan fungsi:  
a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanaman Modal. 
b. Melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan penanaman 
modal daerah. 
c. Melaksanakan pengkajian dan penelitian mengenai potensi 
penanaman modal daerah. 
d. Melaksanakan penyusunan profil investasi daerah. 
e. Melaksanakan penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai 
dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang-
bidang usaha unggulan/prioritas. 
f. Melaksanakan konsultasi, bimbingan dan pengendalian teknis 
pemberian persetujuan proyek baru, perluasan PMDN dan 
perubahan atas bidang usaha/proyek yang menjadi kewenangan 
daerah. 
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g. Melaksanakan pengumpulan dan mengsistematisasikan data 
peruntukan tanah sesuai dengan rencana tata kota dan rencana tata 
guna tanah. 
h. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penanaman modal serta penggunaan fasilitas penanaman modal. 
i. Melaksanakan promosi potensi daerah. 
j. Melaksanakan kerjasama antar daerah dalam dan luar negeri dalam 
bidang penanaman modal. 
k. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
5.1. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan 
Mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan pengkajian dan 
penelitian potensi daerah, menyusun profil investasi daerah serta 
menyusun laporan. 
5.2. Subbidang Promosi dan Investasi  
Mempunyai tugas menyusun rencana dan mendorong 
pengembangan dunia usaha serta transformasi potensi daerah 
menjadi kekuatan ekonomi melalui promosi potensi dan peluang 
investansi di dalam negeri dan luar negeri. 
6. Bidang Data dan Pengendalian  
Bidang Data dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan data, dokumentasi dan penerapan telnologi informasi dan 
regulasi, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan penanaman 
modal. Bidang data dan pengendalian menyelenggarakan fungsi:  
a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Data dan Pengendalian. 
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b. Penyusunan bahan pengelolaan Data, Dokumentasi dan Penerapan 
teknologi informasi. 
c. Pengelolaan regulasi pelayanan perizinan dan penanaman modal. 
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan 
penanaman modal. 
e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
6.1. Subbidang Data,Dokumentasi dan Penerapan Teknologi Informasi 
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, dokumentasi dan 
penerapan teknologi informasi.  
6.2. Subbidang Regulasi, Monitoring dan Evaluasi  
Mempunyai tugas menyusun rencana, mengumpulkan data dan 
bahan terkait regulasi, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan 
dan penanaman modal.  
IV.1.4 Keadaan Sumber Daya Manusia (Pegawai) Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kota Makassar. 
Dalam penunjang tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar salah satu faktor yang penting adalah faktor 
Sumberdaya Manusia Aparatur. Adapun jumlah PNS yang dipekerjakan pada 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tahun 2014 
ialah sebanyak 87 orang. Dengan presentase 44 tenaga kontrak dan 43 pegawai 
negeri sipil. 
Pegawai merupakan salah satu kunci pokok dalam pelaksanaan tugas 
atau pekerjaan organisasi untuk melaksanakan tuntutan tugas atau pekerjaan 
tersebut. Untuk mengetahui keadaan pegawai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar dapat dilihat sebagai berikut: 
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1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Dalam pelaksanaan tugas selain jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh sebuah 
instansi atau organisasi, dalam pelaksanaan tugas juga membutuhkan adanya 
kemampuan dan keterampilan dari pegawai. Adapun tingkat pendidikan yang 
dimiliki oleh pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3.1 
Presentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No. Jenis Pendidikan 
Laki – 
laki 
Perempuan Jumlah 
1 S 2 5 8 13 
2 S 1 17 24 41 
3 D 3 2 3 5 
4 SLTA 16 10 26 
5 SLTP 1 1 2 
JUMLAH 41 46 87 
 
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pegawai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar paling banyak memiliki tingkat pendidikan S1 
dengan jumlah 41 orang, kemudian tingkat pendidikan SLTA dengan jumlah 26 
orang, tingkat pendidikan S2 dengan jumlah 13 orang, tingkat pendidikan D3 
dengan jumlah 5 orang dan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP 
ialah 2 orang. 
2. Pegawai Berdasarkan Golongan 
Adapun jumlah pegawai pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassarterdiri dari beberapa golongan yaitu golongan II, III, dan 
golongan IV. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.2 
Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai BPTPM Kota Makassar 
No. Golongan Laki – laki Perempuan Jumlah 
1 IV/c - 1 1 
2 
3 
IV/b 
IV/a 
1 
4 
- 
2 
1 
6 
4 III/d 4 3 7 
5 III/c 2 6 8 
6 III/b 2 2 4 
7 III/a 3 1 4 
8 II/d 2 1 3 
9 II/c 2 - 2 
10 II/b 2 4 6 
11 II/a - 1 1 
12 Tenaga Kontrak 19 25 44 
JUMLAH 41 46 87 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pegawai berpangkat/golongan IV 
berjumlah 8 orang, pegawai berpangkat/golongan III berjumlah 23 orang, 
pegawai berpangkat/golongan II berjumlah 9 orang, dan jumlah tenaga kontrak 
44 orang. 
IV.2. Hasil Penelitian 
Strategi Penerapan Nilai-Nilai Motivasi Pelayanan Publik di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
Pelayanan perizinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, 
perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Kualitas 
pelayanan publik di bidang perizinan usaha memainkan peranan penting dalam 
menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Kualitas 
pelayanan perizinan sendiri juga dapat diidentifikasi dari peraturan pemerintah 
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daerah dalam mendukung sekaligus memberikan legitimasi lembaga perizinan di 
daerah untuk memberikan pelayanan secara lebih efisien dan efektif. 
Dalam hal penyediaan pelayanan perizinan, petugas birokrasi seringkali 
memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, sulit 
diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu 
dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Jika mekanisme yang rumit 
terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat menjadi malas dan enggan 
dalam mengurus perizinan. 
Keberadaan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar (BPTPM) diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 
umum, dunia usaha dan juga pemerintah itu sendiri. Bagi masyarakat, dengan 
adanya BPTPM Kota Makassar masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik 
yang lebih baik serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum serta 
kemudahan dalam perizinan usaha. Sementara itu keberadaan Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar (BPTPM) mampu mengurangi 
beban administratif, karena pelayanan yang lebih efisien dan efektif sehingga 
mengurangi beban satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain serta menghindari 
adanya duplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan, selain itu juga 
berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) karena 
masyarakat akan semakin percaya dengan pelayanan publik pemerintah 
khususnya Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Kota Makassar. Metode 
Pelayanan Perizinan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Perizinan Satu Atap 
(PTSA), dari 2 (dua) metode pelayanan tersebut sama baiknya tetapi Pemerintah 
Kota Makassar menggunakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan 
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membentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2012 dan 
sekarang berubah kantor menjadi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal sejak tahun 2014. 
Upaya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas yang 
merupakan harapan masyarakat dan sekaligus tujuan dari Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian 
tujuan tersebut dapat dilihat dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap sikap 
dan prilaku petugas atau pegawai serta prosedur pelayanan yang ditawarkan. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa strategi penerapan 
motivasi pelayanan publik dibagi atas lima dimensi yaitu Individu, Pekerjaan, 
Lingkungan Kerja, Organisasi dan Masyarakat. Dimensi individu, strategi yang 
dapat dilakukan ialah dengan mengintegrasikan motivasi pelayanan publik 
dengan proses manajemen sumber daya manusia. Adapun taktiknya dengan 
melakukan pemilihan atau recruitment dengan menggunakan motivasi pelayanan 
publik sebagai dasar dalam memilih sumber daya manusia (SDM), 
mensosialisasikan harapan bahwa individu merupakan cerminan motivasi 
pelayanan publik, memanfaatkan penilaian kinerja yang meliputi pengamatan 
perilaku yang mencerminkan motivasi pelayanan publik. Dimensi pekerjaan, 
strategi yang dapat dilakukan ialah dengan membuat dan menyampaikan 
maksud dan tujuan dalam pekerjaan. Adapun taktik yang dapat dilakukan ialah 
dengan menyampaikan arti sosial dari pekerjaan, menetapkan tujuan yang jelas 
sesuai dengan motivasi pelayanan publik yang ada. Dimensi lingkungan kerja, 
strategi yang digunakan ialah dengan membuat lingkungan kerja yang 
mendukung motivasi pelayanan publik. Adapun taktiknya ialah dengan membuat 
lingkungan kerja yang bisa meningkatkan self-regulation, mendorong interaksi 
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kerja kooperatif, menciptakan dan memelihara insentif yang menyelaraskan misi 
organisasi dan motivasi pelayanan publik, mendesain sistem kompensasi yang 
menekankan daya tarik jangka panjang untuk karyawan. Dimensi organisasi, 
strategi yang digunakan ialah dengan mengintegrasikan pelayanan publik ke 
dalam misi dan strategi organisasi. Taktik yang dapat dilakukan ialah 
mengartikulasikan visi organisasi dan tindakan yang mencerminkan komitmen 
untuk motivasi pelayanan publik, mempromosikan kepemimpinan berdasarkan 
nilai. Dimensi masyarakat, strategi yang digunakan ialah dengan membangun 
legitimasi masyarakat untuk pelayanan publik. Adapun taktiknya ialah dengan 
bermitra dengan lembaga-lembaga masyarakat untuk memasukkan nilai-nilai 
pelayanan publik kurikulum, mengadvokasikan dan memberikan peluang untuk 
pra-pengalaman pelayanan, menggunakan media untuk membawa pelayanan 
publik agar menjadi perhatian masyarakat. 
Strategi penerapan nilai-nilai motivasi pelayanan publik meliputi: 
1. Individu 
Individu merupakan subyek yang melakukan sesuatu, subyek yang 
mempunyai pikiran, subyek yang mempunyai kehendak, subyek yang 
mempunyai kebebasan, subyek yang memberi arti pada sesuatu, yang 
mampu menilai tindakan dan hasil tindakannya sendiri. Manusia adalah 
sebagai makhluk individu dalam arti tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan 
raganya, oleh karena itu dalam proses perkembangannya perlu keterpaduan 
antara perkembangan jasmani dan rohaninya. Sebagai makhluk sosial 
seorang individu tidak dapat berdiri sendiri, saling membutuhkan antara yang 
satu dengan yang lainnya dan saling mengadakan hubungan sosial di 
tengah-tengah masyarakat.  
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Pada dimensi individu, strategi yang dapat dilakukan ialah dengan 
mengintegrasikan motivasi pelayanan publik dengan proses manajemen 
sumber daya manusia. Taktiknya dengan melakukan pemilihan atau 
recruitment dengan menggunakan motivasi pelayanan publik sebagai dasar 
dalam memilih sumber daya manusia (SDM), mensosialisasikan harapan 
bahwa individu merupakan cerminan motivasi pelayanan publik. 
Berdasarkan hasil wawancara mengenai unit analisis individu di Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, Ibu Hj. Hartati 
Usman, SE, MM selaku Subbidang Pengkajian dan Pengembangan, 
menyatakan bahwa: 
“…upaya dalam mengintegrasikan motivasi pelayanan publik ke 
dalam misi dan strategi organisasi dengan melaksanakan tugas 
masing-masing bidang dan bertanggung jawab atas tupoksinya 
dalam melaksanakan program kerja Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar”. (Sumber: Wawancara, 5 
Januari 2015). 
 
Kemudian pernyataan dari Bapak Abdul Halim selaku staff pelayanan 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, 
menyatakan bahwa: 
“…proses manajemen sumber daya manusia mulai dari 
rekruitmen hingga penilaian kinerja pada instansi ini sesuai 
dengan surat keputusan (SK) dari Walikota Makassar”. (Sumber: 
Wawancara, 7 Januari 2015). 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 
proses manajemen sumber daya manusia mulai dari rekruitmen hingga 
penilaian kinerja pada instansi ini dan upaya dalam mengintegrasikan 
motivasi pelayanan publik ke dalam misi dan strategi organisasi sudah baik 
dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada dengan surat 
keputusan dari Pemerintah Kota Makassar. 
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2. Pekerjaan 
Pekerjaan merupakan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh 
manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas 
atau kerja yang menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan dalam bentuk 
uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah pekerjaan 
dianggap sama dengan profesi. Pekerjaan yang dijalan seseorang dalam 
kurun waktu yang lama disebut karier. Seseorang mungkin bekerja pada 
beberapa perusahaan selama kariernya tapi tetap dengan perusahaan yang 
sama.  
Dimensi pekerjaan, strategi yang dapat dilakukan ialah dengan membuat 
dan menyampaikan maksud dan tujuan dalam pekerjaan. Adapun taktik yang 
dapat dilakukan ialah dengan menyampaikan arti sosial dari pekerjaan, 
menetapkan tujuan yang jelas sesuai dengan motivasi pelayanan publik yang 
ada. 
Berdasarkan hasil wawancara mengenai unit analisis pekerjaan di Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar pekerjaan yang 
dilakukan sudah sesuai dengan proses penyusunan hingga pencapaian 
maksud dan tujuan pekerjaan pada instansi ini maksudnya ialah bahwa 
pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja pada Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar sudah sesuai dengan visi, misi yang telah 
ditentukan dan visi, misi tersebut sesuai dan berkaitan dengan visi dari 
Pemerintah Kota Makassar yang tentunya berkaitan dengan pelayanan 
publik. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Drs. Andi Taufik, M.Si 
selaku Subbidang Data, Dokumentasi dan Penerapan Teknologi Informasi, 
menyatakan bahwa: 
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“…setiap melakukan kegiatan yang akan kita laksanakan tentunya 
harus selaras dengan visi dan misi dari Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kota Makassar yaitu salah satunya 
dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat baik dari 
segi waktu maupun transparansi”. (Sumber: Wawancara, 13 
Januari 2015). 
 
Lanjut pernyataan Bapak Drs. Andi Taufik, M.Si menyatakan bahwa: 
 
“…sisi dari sumber daya manusia, tiap tahun Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar selalu 
mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pendidikan dan 
pelatihan (diklat) dalam upaya peningkatan keterampilan dan 
keahlian yang terkait dengan masalah pelayanan publik/perizinan. 
Sehingga keterampilan yang diperoleh dapat meningkatkan 
kinerja mereka dalam melaksanakan kegiatan pelayanan 
perizinan”. (Sumber: Wawancara, 13 Januari 2015). 
 
3. Lingkungan Kerja 
Lingkungan kerja adalah kehidupan sosial, psikologi, dan fisik dalam 
perusahaan yang berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan 
tugasnya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai keadaan 
lingkungan sekitarnya, antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan 
yang sangat erat. Dalam hal ini, manusia akan selalu berusaha untuk 
beradaptasi dengan berbagai keadaan lingkungan sekitarnya. Demikian pula 
halnya ketika melakukan pekerjaan, karyawan sebagai manusia tidak dapat 
dipisahkan dari berbagai keadaan disekitar tempat mereka bekerja, yaitu 
lingkungan kerja. Selama melakukan pekerjaan, setiap pegawai akan 
berinteraksi dengan berbagai kondisi yang terdapat dalam lingkungan kerja. 
Lingkungan kerja adalah faktor-faktor fisik yang ada di sekitar pekerjaan 
yang dapat mempengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang 
dibebankan padanya. Kemudian dapat dipahami bahwa lingkungan kerja 
sangat besar pengaruhnya terhadap kebiasaan-kebiasaan karyawan dalam 
melakukan pekerjaannya. Apabila lingkungan kerja yang ada di sekitar 
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karyawan baik, maka karyawan akan mempunyai disiplin kerja yang tinggi 
dan otomatis akan terjalin kerjasama yang baik dalam perusahaan sehingga 
akan berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan. Tetapi, apabila 
lingkungan kerja yang ada di sekeliling karyawan buruk maka akan 
menyebabkan rendahnya disiplin kerja sehingga kepuasan kerja akan 
menurun. 
Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan 
yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 
dibebankan (Nitisemito, 1992:25). Selanjutnya menurut Sedarmayanti 
(2001:1) lingkungan kerja merupakan kseluruhan alat perkakas dan bahan 
yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode 
kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun 
sebagai kelompok. 
Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia 
dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. 
Kesesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu 
yang lama lebih jauh lagi lingkungan-lingkungan kerja yang kurang baik 
dapat menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak 
mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien 
(Sedarmayanti, 2001:12). 
Berdasarkan hasil wawancara mengenai lingkungan kerja di Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar bahwa kondisi 
lingkungan kerjanya sudah baik, berdasarkan hasil pengamatan di lokasi 
penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pegawai dalam memberikan 
pelayanan terjalin dengan baik sehingga menciptakan suasana yang 
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kondusif dalam melayani masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, berikut 
penuturan Ibu Hj. Hartati Usman, SE, MM selaku Subbidang Pengkajian dan 
Pengembangan, menyatakan bahwa:  
“…lingkungan instansi tempat saya bekerja sudah sangat baik 
dengan adanya kerja sama dan saling mendukung antara 
subbidang yang satu dengan yang lainnya, antara staff dengan 
pegawai tetap maupun pegawai kontrak sehingga itu yang 
menjadi motivasi saya juga untuk bekerja lebih baik lagi di 
instansi ini”. (Sumber: Wawancara, 5 Januari 2015). 
 
Adapun pendapat dari Bapak Andi Fathan selaku staff pelayanan, 
menyatakan bahwa: 
“…kondisi lingkungan kerja disini sudah sesuai degan standar 
operasional prosedur (SOP) pengurusan terkait pelayanan 
perizinan sesuai permintaan masyarakat, kondisi antara 
pegawai yang satu dengan yang lainnya juga sudah cukup baik, 
kemudian mengenai kondisi kantor juga sudah baik karena 
habis diadakan renovasi ruangan, setiap bidang mempunyai 
ruangan masing-masing yang tertata dengan baik dan rapih”. 
(Sumber: Wawancara, 5 Januari 2015). 
 
Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Bapak Abdul Halim, 
yaitu: 
“…kondisi lingkungan kerja pada instansi ini sudah baik dan 
memberikan semangat kerja terhadap saya pribadi karna telah 
diadakannya renovasi ruangan sehingga suasana lingkungan 
tempat kami bekerja sudah baik dan merasa nyaman”. (Sumber: 
Wawancara, 7 Januari 2015). 
 
  Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa 
lingkungan kerja Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar sudah dikatakan baik dimana kerjasama yang terjalin antara 
sesama pegawai sudah baik sehingga menciptakan suasana yang kondusif 
dalam melayani masyarakat. Kerjasama yang baik, sifat saling terbuka 
antara pimpinan dan bawahan meningkatkan semangat kerja pegawai 
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dalam melayani msyarakat dalam memberikan pelayanan publik terkait 
pelayanan publik perizinan.  
4. Organisasi 
Organisasi merupakan wadah suatu tempat sekumpulan 
orang/kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi 
sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut. Menurut Max Weber 
organisasi adalah suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang di 
dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk 
menjalankan sesuatu fungsi tertentu.  
Adapun Visi dan Misi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar yakni VISI : Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif Bagi 
Semua Melalui Penyelenggaraan Perizinan Dan Penanaman Modal Yang 
Berkelas Dunia. Sedangkan MISI Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan Perizinan dan Penanaman 
Modal yang transparan akuntabel dan bebas korupsi. 
2. Modernisasi pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal melalui 
penerapan teknologi informasi. 
3. Meningkatkan kompetensi Aparatur BPTPM melalui penerapan sistem 
reward dan Punishment. 
4. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan daya saing investasi. 
Mengenai dimensi organisasi, strategi yang digunakan ialah dengan 
membangun legitimasi masyarakat untuk pelayanan publik. Adapun 
taktiknya ialah dengan bermitra dengan lembaga-lembaga masyarakat untuk 
memasukkan nilai-nilai pelayanan publik, mengadvokasikan dan 
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memberikan peluang untuk pra-pengalaman pelayanan, menggunakan 
media untuk membawa pelayanan publik agar menjadi perhatian 
masyarakat. 
Terkait dengan hal tersebut mengenai analisis organisasi pada Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, Bapak Andi 
Ilham, SE selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, menyatakan bahwa: 
“...organisasi atau badan tempat saya bekerja membangun 
legitimasi atau adanya penguatan oleh masyarakat untuk 
pelayanan publik karena semakin banyaknya masyarakat yang 
menginginkan pelayanan yang baik, setiap pelayanan perizinan 
yang diberikan sudah sesuai dengan standar operasional 
prosedur (SOP) salah satunya yaitu 6 (enam) hari kerja 
tergantung dengan pelayanan perizinan yang diinginkan 
masyarakat, misalnya perizinan usaha kecil menengah, izin 
mendirikan bangunan (IMB)”. (Sumber: Wawancara, 12 Januari 
2015). 
Lanjut pernyataan Bapak Andi Ilham, SE mengenai visi Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal yaitu Terwujudnya Iklim Investasi Yang 
Kondusif Bagi Semua Melalui Penyelenggaraan Perizinan Dan Penanaman 
Modal Yang Berkelas Dunia. Menyatakan bahwa: 
”...mengenai visi tersebut ada beberapa misi yang telah dilakukan 
oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai kontrak pada badan 
ini salah satunya memberikan pembinaan terhadap staff-staff, 
mengadakan sosialisasi pemahaman perspektif mengenai Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, 
memberikan ruangan yang nyaman terhadap pegawai agar 
kinerjanya menjadi lebih baik dan representatif”. (Sumber: 
Wawancara, 12 Januari 2015). 
 
Lanjut pernyataan Bapak Andi Ilham, SE mengenai misi Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar menyatakan bahwa: 
”...misi organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar, ini berkaitan dengan visi dari Pemerintah 
Kota Makassar yang misinya yaitu meningkatkan standar dan 
mutu pelayanan perizinan dan penanaman modal yang 
transparan akuntabel dan bebas korupsi serta peningkatan daya 
saing investasi”. (Sumber: Wawancara, 12 Januari 2015). 
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 Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar telah 
mengintegrasikan pelayanan publik ke dalam misi organisasi tempat 
mereka bekerja, dimana dapat kita lihat dari pernyataan wawancara diatas 
bahwa misi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar beranjak dan berkaitan dengan visi dari Pemerintah Kota 
Makassar berarti pada unit analisis organisasi ini sudah sesuai dengan 
strategi yang digunakan yaitu dengan mengintegrasikan pelayanan publik 
ke dalam misi dan strategi organisasi Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar. 
5. Masyarakat 
Masyarakat diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk 
sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar 
interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok 
tersebut. Menurut Max Weber, masyarakat sebagai suatu struktur atau 
aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang 
dominan pada warganya. 
Pada dimensi masyarakat, strategi yang digunakan ialah dengan 
membangun legitimasi masyarakat untuk pelayanan publik. Taktiknya 
ialah dengan bermitra dengan lembaga-lembaga masyarakat untuk 
memasukkan nilai-nilai pelayanan publik dan menggunakan media untuk 
membawa pelayanan publik agar menjadi perhatian masyarakat. 
Sehubungan dengan hal tersebut mengenai dimensi masyarakat di 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, hasil 
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wawancara dari Ibu Hj. Hartati Usman, SE, MM selaku Subbidang 
Pengkajian dan Pengembangan, menyatakan bahwa: 
“…memberikan pelayanan prima yang sesuai dengan standar 
operasional prosedur (SOP)”. (Sumber: Wawancara, 5 Januari 
2015). 
 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Andi Ilham, SE selaku 
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, menyatakan bahwa: 
“…membangun legitimasi masyarakat untuk pelayanan publik 
sesuai dengan standar operasional prosedur SOP yaitu 6 (enam) 
hari kerja tetapi masing-masing berbeda sesuai dengan pelayanan 
perizinan yang diinginkan masyarakat”. (Sumber: Wawancara, 12 
Januari 2015). 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tidak 
melibatkan lembaga lain dalam pengawasan pelayanan seperti 
ombudsman tetapi melainkan instansi ini membangun legitimasi terhadap 
masyarakat dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-
masing sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan tetap 
berlandaskan pada visi dari Pemerintah Kota Makassar.  
IV.3. Pembahasan 
Berdasarkan undang-undang  pelayanan publik (secara resmi bernama 
udang-udang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik) adalah udang-
undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip  pemerintahan yang baik yang 
merupakan efektifitas pemerintahan itu sendiri. Mengacu pada undang-undang 
ini, maka Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar telah 
berupaya melakukan pelayanan  koporasi  yang efektif dalam memperkuat 
demokrasi  dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, 
kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan  perlindungan lingkungan, 
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bijak dalam pemanfaatan sumberdaya alam, dan memperdalam kercayaan 
masyarakat terhadap  instansi ini.  
Sistem manajemen kinerja menunjukkan bahwa praktek yang 
mempromosikan nilai-nilai bersama tidak hanya menarik perhatian para individu 
untuk bergabung dengan organisasi tetapi juga memotivasi orang untuk 
bertindak berdasarkan nilai-nilai mereka sebagai seorang anggota organisasi. 
Struktur sosial dapat menghubungkan orang-orang yang biasanya tidak 
berinteraksi, memfasilitasi berbagai informasi dan peningkatan kemampuan 
untuk terlibat dalam pemecahan masalah, menciptakan model mental dan norma 
bersama. 
Penelitian menjelaskan bagaimana untuk mengelola nilai-nilai pelayanan 
publik agar dapat meningkatkan motivasi pelayanan publik yang pada akhirnya 
akan berdampak kepada peningkatan kinerja dalam organisasi. Nilai-nilai 
pelayanan publik dapat dikelola dengan memperkuat hubungan antara motif dan 
perilaku yang mengintegrasikan nilai-nilai layanan publik ke dalam sistem 
manajemen organisasi. 
Strategi pada lima dimensi yaitu individu, pekerjaan, lingkungan kerja, 
organisasi dan masyarakat yang relevan untuk memotivasi perilaku karyawan 
(Perry dan Porter, 1982). Strategi yang digunakan ialah dengan menggunakan 
praktek pengelolaan untuk memperkuat sistem nilai yang memotivasi orang 
untuk terlibat dalam perilaku pelayanan publik. Model yang digunakan ialah 
dengan melaksanakan recruitment, appraisal, retention, dan rewards untuk 
mengelola nilai-nilai tersebut dalam semua aspek organisasi, termasuk tugas, 
desain dan misi organisasi. Diluar sistem manajemen sumber daya manusia 
yang formal, strategi yang dilakukan juga dengan memperhatikan sistem sosial 
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kepemimpinan, budaya, hubungan interpersonal yang membentuk sikap dan 
perilaku mereka. 
Untuk lebih rincinya membahas hasil penelitian mengenai strategi 
penerapan nilai-nilai motivasi pelayanan publik di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar, dapat diuraikan sebagai berikut:     
1. Individu 
Dimensi individu, strategi yang dapat dilakukan ialah dengan 
mengintegrasikan motivasi pelayanan publik dengan proses manajemen 
sumber daya manusia, dengan melakukan pemilihan atau recruitment 
dengan menggunakan motivasi pelayanan publik sebagai dasar dalam 
memilih sumber daya manusia, mensosialisasikan harapan bahwa individu 
merupakan cerminan motivasi pelayanan publik, memanfaatkan penilaian 
kinerja yang meliputi pengamatan perilaku di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar yang mencerminkan motivasi pelayanan 
publik. 
Berdasarkan wawancara juga bahwa adanya penguatan oleh 
masyarakat dengan adanya percetakan izin, sesuai dengan standar 
operasional prosedur (SOP) 6 (enam) hari kerja masing-masing beda 
pelayanan dan izinnya. Dukungan Motivasi Pelayanan Publik, berdasarkan 
wawancara pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar bahwa adanya kerjasama yang baik antara sesama pegawai, 
saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, selanjutnya dengan 
adanya kondisi kantor yang sudah bagus dengan fasilitas yang cukup 
memadai, maka tentunya pegawai termotivasi untuk bekerja  dengan lebih 
baik lagi, hal ini juga dikaitkan dengan misi pemerintah Kota Makassar.  
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2. Pekerjaan 
Proses Manajemen Sumber Daya Manusia Mulai dari Rekruitmen Hingga 
Penilaian Kinerja pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar, adapun proses manajemen sumber daya manusia dari 
recruitmen hingga penilaian kerja dalam recruitment kerja telah disesuaikan 
dengan surat keputusan (SK) Walikota Makassar. Untuk meningkatkan 
sumber daya manusia diadakannya juga diklat atau pendidikan dan 
pelatihan sehingga para karyawan dapat menambah wawasan pengetahuan 
untuk tetap menjaga kinerja mereka dengan baik, masalah pelayanan publik 
terkait mengenai perizinan, sehingga keterampilan yang diperoleh dapat 
meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan pelayanan 
perizinan. 
Proses Penyusunan Hingga Pencapaian Maksud dan Tujuan 
Pekerjaan pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar, adapun proses penyusunan hingga pencapaian maksud dan 
tujuan pekerjaan pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar berdasarakan wawancara bahwa setiap melakukan kegiatan, 
yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik dan tentunya telah 
diselaraskan dengna visi dan misi dari BPTPM yaitu memberikan pelayanan 
yang cepat dan tepat. Namun hal ini masih sering terjadi adanya komplain 
disebabkan karena keterlambatan pengurusan dikarenakan pimpinan yang 
tidak datang di kantor.  
3. Lingkungan Kerja 
Lingkungan Kerja Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar, berdasarkan hasil wawancara di lingkungan kerja pada Badan 
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Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar bahwa kondisi 
lingkungan kerja sudah baik, kondisinya sesuai dengan standar operasional 
prosedur pengurusan pelayanan yang diinginkan masyarakat, kondisi 
lingkungan kerja jika dilihat dari sudut pandang tempat atau ruangan juga 
sudah baik dan nyaman karena habis diadakannya renovasi dimana setiap 
bidang mempunyai ruangan masing-masing yang tertata dengan baik dan 
rapih. 
4. Organisasi 
Misi dan Strategi Organisasi Mendukung Penerapan Motivasi 
Pelayanan Publik, berdasarkan wawancara bahwa adanya dukungan 
terhadap motivasi pelayanan publik sudah sesuai dengan visi Pemerintah 
Kota Makassar yaitu delapan jalan menuju masa depan untuk mewujudkan 
kota dunia.  Diindikasi bahwa tidak adanya korupsi pada Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar sehingga menyebabkan 
investasi meningkat. Upaya Mengintegrasikan Motivasi Pelayanan Publik ke 
dalam Misi dan Strategi Organisasi di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal kota Makassar, dalam mengintegrasikan motivasi 
pelayanan publik ke dalam misi dan strategi organisasi di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar berdasarkan wawancara 
bahwa inti utama pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang 
cepat dan tepat baik dari segi waktu maupun dari transparasi. Hasil ini 
didukung dengan hasil wawancara bahwa dalam pelaksanaan tugas, 
masing-masing bidang telah bertanggung jawab atas tugas pokok dan 
fungsinya dalam pelaksanaan program kerja pada instansi ini.    
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5. Masyarakat 
Membangun Legitimasi Masyarakat untuk Pelayanan Publik, dalam 
membangun legitimasi masyarakat untuk pelayanan publik pada Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar bahwa 
berdasarkan wawancara yang penting memenuhi syarat berkas maka proses 
pelayanan akan dipercepat, waktu pengurusan yang paling cepat, adalah 
seminggu, juga dikenakan biaya administrasi sesuai dengan prosedur yang 
berlaku, sehingga legitimasi meningkat bahkan jumlah pegawai meningkat 
dengan perbandingan 60:40  (pegawai/PNS dan pegawai kontrak).   
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BAB V 
PENUTUP 
 
V.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Pada dimensi Individu di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar, strategi yang digunakan ialah dalam mengintegrasikan 
motivasi pelayanan publik dengan proses manajemen sumber daya 
manusia mulai dari rekruitmen hingga penilaian kinerja pada instansi ini 
sudah baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada 
dengan surat keputusan dari Pemerintah Kota Makassar. 
2. Pada dimensi pekerjaan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar, pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan 
proses penyusunan hingga pencapaian maksud dan tujuan pekerjaan 
pada instansi ini maksudnya ialah bahwa pegawai negeri sipil yang 
bekerja pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar sudah sesuai dengan visi, misi yang telah ditentukan dan 
tentunya visi dan misi tersebut sesuai dan berkaitan dengan Pemerintah 
Kota Makassar yang berkaitan dengan pelayanan publik. 
3. Lingkungan kerja di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar sudah dikatakan baik dimana kerjasama yang terjalin 
antara sesame pegawai sudah baik sehingga menciptakan suasana yang 
kondusif dalam melayani masyarakat. Kerjasama yang baik, sifat saling 
terbuka antara pimpinan dan bawahan meningkatkan semangat kerja 
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pegawai dalam melayani masyarakat dalam memberikan pelayanan publik 
terkait pelayanan publik perizinan. 
4. Pada dimensi organisasi di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar, strategi yang digunakan yaitu tindakan yang 
mencerminkan komitmen untuk motivasi pelayanan publik, sementara 
kondisi aktual yang terjadi di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar ialah tingkat komitmen para pegawai terhadap 
kepentingan publik tergolong tinggi. Jika mengacu kepada teori motivasi 
pelayanan publik oleh James L. Perry maka, kondisi ini sudah digolongkan 
mampu memotivasi pegawai dalam memberikan pelayanan publik bagi 
masyarakat. 
5. Pada dimensi masyarakat di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar tidak melibatkan lembaga lain dalam pengawasan 
pelayanan, tetapi instansi ini membangun legitimasi terhadap masyarakat 
dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai 
dengan standar operasional prosedur pelayanan. 
V.2.Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran 
sebagaiberikut: 
1. Untuk memaksimalkan pelayanan perizinan pada Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, sebaiknya pihak 
BPTPM lebihmempermudah persyaratan administrasi dan waktu 
penyelesaian danproses pelayanan perizinan lebih diefisienkan. 
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2. Sebaiknya semangat kerjasama dan loyalitas kelompok 
kerjaditingkatkan, sehingga tercipta disiplin kerja yang menciptakan 
pelayananyang efektif. 
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut 
berpartisipasidalam mendaftarkan usaha yang dimiliki, hendaknya 
sering dilakukansosialisasi dan publikasi tentang pendaftaran untuk 
menerbitkan izin.Sebab, salah satu kendala yang dihadapi dalam 
menghasilkan dataadalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran 
dari masyarakat tentang hal tersebut, terutama masyarakat yang 
berdomisili di daerah terpencil. 
4. Demi meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayanan 
kepadamasyarakat hendaknya pelayanan tetapmempertahankan 
kebersihan lingkungan guna mendukung proseskegiatan pelayanan 
secara cepat, tepat dan efisien. 
5. Perlu diadakan pendisiplinan kerja terutama jam kedatangan dan 
kepulangan dari kantor sehingga kinerja dapat meningkat.  
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